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ABSTRAK 

 
Nama      : Yuanita Ika Putri  
Program Studi     : Magister Kenotariatan 
Judul                   : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN 

JABATAN NOTARIS DALAM PENERBITAN AKTA 
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (STUDI 
KASUS: PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT 
NOTARIS NOMOR 02/B/MJ.PPN/VIII/2010 ) 

 
 
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta 
otentik. Pembuatan akta  otentik tidak hanya didasarkan karena adanya keinginan 
para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-
undang.Salah satu undang-undang yang mengharuskan perbuatan hukum dibuat 
dalam akta notaris adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai 
Perseroan Terbatas. Bentuk akta Notaris yang diharuskan UUPT adalah Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara RUPS.Notaris dalam menjalankan 
wewenangnya diberi sejumlah kewajiban dan larangan-larangan yang diatur 
dalam Undang-undang Jabatan Notaris.Namun dalam praktek sering dijumpai 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik disengaja maupun 
tidak.  Dalam putusan MPPN No.02/B/Mj.PPN/VIII/2010 terjadi pembuatan akta 
pernyataan keputusan rapat dan Berita Acara RUPS-LB dengan nomor dan 
tanggal sama.Berita Acara RUPS-LB tersebut dibuat tanpa ada minuta yang 
mendasarinya.Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan 
Notaris.Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa 
teguran lisan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 
karena menekankan pada penggunaan data sekunder.Hasil penelitian menyatakan 
bahwa perbuatan Notaris membuat Berita Acara RUPS-LB tanpa minuta yang 
mendasarinya dapat dikenai sanksi pidana, sanksi berupa teguran lisan tersebut 
terlalu ringan. Berita Acara RUPS-LB tidak mempunyai kekuatan selain hanya 
sebagai akta palsu karena tidak ada minuta yang mendasarinya. 

 
Kata kunci : Pelanggaran Jabatan Notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat 
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ABSTRACT 
 
 

Nama  : Yuanita Ika Putri 
Program Studi : Master of Notary 
Judul : JURIDICAL REVIEW ON THE NOTARIAL INFRINGEMENT IN 

RELATION TO ISSUENCE DEED OF MEETING RESOLUTION 
STATEMENT  

                     (Case Study: Decision of Notary Central Supervisory Council Number 
02/B/MJ.PPN/VIII/2010) 

 
Notary is a public official who has  authority to draw up an authentic deed. The drawing up of an 
authentic deed is not based solely on the desires of the parties, but it is also required by law. One 
of the laws which require a certain legal action to be concluded in a notarial deed is Law No. 40 
of 2007 on Limited Liability Companies (“UUPT”). The forms of notarial deed required by 
UUPT are Deed of Meeting Resolution Statement and Minutes of General Meeting of 
Shareholders (RUPS). In carrying out their authorities, Notaries are bound by certain obligations 
and prohibitions which are provided under the Law on Notarial Title. However, in practice, 
infringement committed whether intentionally or unintentionally by Notaries are often found. In 
the decision of Notary Central Supervisory Council (“MPPN”) No.02/B/Mj.PPN/VIII/2010, a 
case was made out of the drawing up of a deed of meeting resolution statement and Minutes of 
Extraordinary General Meeting of Shareholders which have the same number and date. This is 
clearly a infringement according to the Law on Notarial Title. The Notary Supervisory Council 
handed down a ruling penalizing the violator with administrative sanction in a form of verbal 
warning. This thesis utilizes normative jurudicial approach method because it emphasizes the use 
of secondary data. The result of the research concludes that the Notary’s action in drawing up 
Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders without any minutes serving as the 
basis may be penalized with criminal sanction, while verbal warning would only serve as a very 
light punishment. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders does not have any 
binding force other than forged deed since there are no minutes to support it.  

 
 
Keywords: 
 
Notarial Infringement, Deed of Meeting Resolution Statement 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari paham 

negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara harus berdasarkan dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma 

hukum yang berlaku. Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh 

semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian 

yang memasuki era globalisasi.1  Prinsip negara hukum itu sendiri adalah 

menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan 

kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum itu 

menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan alat 

bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek 

hukum dalam masyarakat.  

Dalam era globalisasi dan praktek kehidupan masyarakat sehari-hari, kita 

tidak dapat terlepas dari peristiwa dan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan 

kewajiban. Kenyataan itu tentu saja melahirkan permasalahan tersendiri, karena 

hak dan kewajiban tiap individu yang hidup di tengah masyarakat rawan untuk 

saling bergesekan. Gesekan-gesekan tersebut dapat terjadi karena adanya 

perbedaan kepentingan tiap individu yang akhirnya menimbulkan konflik.  

Tentu saja tidak ada seorangpun individu yang menyukai adanya konflik. 

Hal ini tentunya menuntut bahwa di dalam lalu lintas hukum dibutuhkan adanya 

suatu alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut perlu 

dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Kesadaran akan inilah yang 

menyebabkan munculnya pemikiran untuk membuat suatu alat bukti berupa 

dokumen yang berkekuatan hukum dan dapat memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum.2 

                                                 
1 A.A. Andi Prajitno, Apa dan Siapa Notaris, (Surabaya:Putra Media Nusantara, 

2010),hal.1 
2 Ira Koesoemawati, Ke Notris, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 82 
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 Seiring perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan dibidang 

perekonomian, maka kebutuhan akan hukum dalam masyarakat juga semakin 

meningkat. Kebutuhan hukum tersebut dapat dilihat dari semua kegiatan yang 

menyangkut bidang perdata dituangkan secara tertulis dalam suatu akta. Setiap 

perjanjian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti 

atas peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi. Apabila suatu ketika timbul 

sengketa atas peristiwa itu, maka dapat dibuktikan permasalahan dan 

kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara 

perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti 

surat.3  Oleh karena itu, akta dalam perkara perdata menjadi suatu kebutuhan bagi 

masyarakat yang menghendaki adanya suatu alat bukti diantara mereka dan 

memegang peran yang penting dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum. 

Dalam praktek, masyarakat mengenal dua jenis alat bukti yakni akta 

bawah tangan dan akta otentik. Akta bawah tangan yakni akta yang pembuatannya 

hanya dilakukan dan ditandatangani para pihak yang berkepentingan saja tidak 

dihadapan Pejabat yang berwenang, sehingga dalam pembuktian kebenarannya 

hanya didasarkan pada pengakuan para pihak, bila salah satu pihak ada yang tidak 

mengakui maka diperlukan alat bukti lain. Sedangkan Pengertian Akta Otentik 

secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan 

bahwa  suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 

ditempat akta itu dibuat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk dapat 

membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat 

umum. Dalam pasal 1868 KUH Perdata tersebut tidak ditemukan penjelasan lebih 

lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat umum dan seperti apa 

bentuk aktanya. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, apa yang 

dimaksud pasal 1868 KUHPerdata seluruhnya tertuang dan dijabarkan dalam 

UUJN tersebut.  

Pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata dapat 

dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan 

                                                 
3 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), hal. 557 
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bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. 

Kewenangan seorang notaris sebagai pejabat umum sesuai pasal 15 ayat 1 UUJN 

yakni membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan 

yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, dan menjamin kepastian 

tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, 

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Berdasarkan kewenangan yang 

ada pada notaris tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas notaris adalah 

memformulasikan keinginan para pihak ke dalam akta otentik. Sehubungan 

dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya 

diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam wilayah tempat 

kedudukannya. Dengan demikian, jelas bahwa Undang-undang Jabatan Notaris 

tersebut merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari pasal 1868 KUHPerdata 

yang merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris.  

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini 

Negara, dimana Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk 

menjalankan sebagian urusan atau tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum 

perdata. Dengan kata lain, Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian 

fungsi publik dari Negara di bidang hukum perdata dan mempunyai kewenangan 

penting dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian 

sempurna.   

Ketika penghadap datang menghadap ke Notaris agar tindakan atau 

perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik dan kemudian Notaris 

membuatkan akta atas permintaan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini 

memberikan landasan kepada Notaris bahwa diantara para penghadap telah terjadi 

hubungan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa akta yang 

dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang ditentukan sehingga 

kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.  

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan 

yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk 

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012
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menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris harus mengikuti perkembangan hukum 

dan memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Kewenangan Notaris 

dalam membuat akta haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Apabila notaris melakukan 

pelanggaran tertentu, maka dapat berakibat akta yang dibuatnya hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian  sebagai  akta di bawah tangan atau dapat pula 

akta itu menjadi batal demi hukum sehingga pihak yang  menderita kerugian dapat 

meminta biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 

Keberadaan Notaris tersebut menjawab kebutuhan masyarakat akan 

bantuan hukum dalam pembuatan alat bukti tertulis berupa akta, sehingga dapat 

menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak. Jabatan 

Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan 

melayani masyarakat  yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik 

mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Selain itu, Notaris 

diharapkan dapat memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum kepada 

masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta sehingga masyarakat yang datang 

ke Notaris menjadi mengerti akan masalah yang dihadapi dan langkah-langkah 

yuridis yang akan dilakukan serta mendapat jalan keluar atau solusi yang 

dibenarkan hukum. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut lebih peka, teliti, 

jujur, adil dan transparan dalam pembuatan akta.   

Akta  yang dibuat Notaris harus memenuhi kriteria sebagai akta otentik 

sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna bagi  para pihak yang 

membuatnya serta pihak ketiga yang terkait. Keberadaan akta autentik digunakan 

untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang 

mengadakan perjanjian, sehingga apabila di kemudian hari ada salah satu pihak 

yang melanggarnya, maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hal inilah yang 

membuat masyarakat percaya bahwa Notaris dapat menuangkan kehendak mereka 

dalam bentuk akta Notaris serta memberikan perlindungan hukum.4  

Dasar utama pembuatan akta notaris yakni adanya keinginan dan 

permintaan para pihak, jika tidak ada keinginan dan permintaan dari para pihak 

maka notaris tidak akan membuat akta apapun. Untuk memenuhi keinginan dan 
                                                 

4 Santia Dewi dan Fauwas Diradja, Panduan Teori dan Praktik Notaris, (Yogyakarta : 
Pustaka Yustisia,2011), hla. 10 
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permintaan para pihak tersebut, notaris dapat memberikan saran sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Ketika saran notaris diikuti para pihak dan dituangkan 

dalam akta notaris, maka hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan 

dari para pihak atau perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.5 

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan 

hukum dari notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-

pihak yang meminta atau menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut 

untuk dituangkan dalam suatu akta otentik. Pihak dalam akta itulah yang terkait 

pada isi dari suatu akta otentik.6  Jika dalam suatu akta lahir suatu hak dan 

kewajiban, maka suatu pihak wajib memenuhi materi apa yang diperjanjikan dan 

pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat untuk lahirnya suatu 

akta otentik. Jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam 

suatu akta notaris, maka notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu 

kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak. Notaris berada di luar hukum 

pihak-pihak.7  

Dalam praktek, Notaris sering dilibatkan dan rentan mendapat gugatan 

dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Sedangkan 

sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan notaris mengingat 

notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya. Notaris sering harus berurusan 

dengan proses hukum untuk mempertanggung-jawabkan akta yang dibuatnya. 

Tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa ada kalanya Notaris di dalam melakukan 

pembuatan akta  juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian dan pelanggaran-

pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena 

kekhilafan. Kesalahan yang dilakukan Notaris dalam pembuatan suatu akta 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai 

permasalahan hukum yang melandasi pembuatan akta, bertindak tidak jujur, lalai, 

tidak hati-hati, tidak seksama serta memihak salah satu pihak. Sedangkan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya terjadi 

karena notaris tidak mengacu pada ketentuan Jabatan Notaris dan Kode Etik yang 

                                                 
5 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 

2011), hlm. 10 
6 GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga,1999), hal. 39 
7 Irfan Fachrudin, Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha 

Negara, Varia Peradilan nomor 111,Desember 1994,hal.144 
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ada. Oleh karena itu, seorang Notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian 

dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi 

pidana, perdata maupun sanksi administratif.  

  Akta Notaris dibuat bukan saja karena dikehendaki oleh pihak yang 

berkepentingan untuk memberi kepastian hukum, tetapi juga karena adanya 

peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa untuk melakukan 

perbuatan hukum tertentu harus dilakukan dengan akta otentik. Salah satu 

peraturan perundang-undangan yang mengharuskan demikian adalah Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Dalam pasal 7 ayat 1 

UUPT dikatakan bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) harus 

didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa 

Indonesia. Selain itu, Notaris juga berperan dalam pembuatan akta yang terkait 

dalam pelaksanaan RUPS. RUPS dilaksanakan sebagai salah satu cara bagi 

perseroan untuk menyampaikan laporan tahunan ataupun untuk mengambil 

keputusan yang terkait dengan tindakan korporasi atau kebijakan suatu perseroan. 

Dalam prakteknya, Undang-Undang Perseoran Terbatas memberikan 

peluang pada RUPS untuk dapat dilaksanakan tanpa kehadiran notaris. Risalah 

hasil keputusan RUPS yang dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dimana kekuatan 

pembuktiannya tidak sempurna sebagaimana akta otentik. Oleh karena itu, risalah 

hasil keputusan RUPS tersebut wajib ditandatangani ketua rapat dan salah seorang 

pemegang saham untuk menjamin kepastian dan kebenarannya. Risalah hasil 

keputusan RUPS yang dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris, dapat dinyatakan 

secara notariil dalam bentuk akta partai yang diberi judul Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut akta PKR). Akta ini merupakan akta 

para pihak karena orang yang menghadap Notaris telah mendapat kuasa dari rapat 

untuk menyatakan hasil rapat tersebut dihadapan Notaris dan berisi uraian atau 

keterangan atas pernyataan para pihak yang disampaikan atau diceritakan 

dihadapan notaris, dimana para pihak atau penghadap berkeinginan agar uraian 

atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta ini harus 

memenuhi syarat otentisitas yaitu disusun, dibaca dan ditandatangani. Dalam hal 

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012



7 
 

Universitas Indonesia
 

ini, Notaris hanya mempertanggung-jawabkan kebenaran keterangan dari para 

penghadap.  

Adapun risalah hasil keputusan RUPS yang dilaksanakan dengan 

kehadiran Notaris merupakan akta relaas yang diberi judul Berita Acara Rapat 

Umum Pemegang Saham dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta 

relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak agar 

tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta notaris yang 

berisi uraian notaris atas peristiwa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh 

Notaris selama pelaksanaan jalannya rapat. Dalam hal ini Notaris terlibat 

langsung dalam rapat tersebut, artinya Notaris hadir dalam rapat tersebut untuk 

mendengar dan menyaksikan kemudian menuangkannya ke dalam akta secara 

tertulis. Notaris bertanggung jawab penuh akan kebenaran yang ditulisnya. Dalam 

pembuatan akta ini boleh tidak ditanda tangani oleh peserta rapat, hanya perlu 

diingat apabila terjadi perserta rapat ada yang tidak bersedia menandatangani 

maka dalam hal ini notaris wajib menulis alasan peserta tersebut tidak bersedia 

menandatangani akta tersebut.8  

Pada kenyataannya sekarang ini, akta-akta Notaris banyak yang 

bermasalah dan dipermasalahkan karena Notaris tidak teliti dan kurang berhati-

hati dalam pembuatan akta. Hal ini dapat dilihat dari contoh peristiwa hukum 

yang terdapat dalam suatu kasus dimana seorang Notaris A dilaporkan oleh 

seseorang dikarenakan menerbitkan dua akta Pernyataan Keputusan Rapat dan 

Berita Acara Rapat dengan nomor dan tanggal akta yang sama sedangkan 

Penghadapnya berbeda. Adapun akta tersebut adalah Akta Pernyataan Keputusan 

RUPS-LB PT.ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dengan penghadap saudara 

R, yang terdapat salinan resmi aktanya dan Akta Berita Acara RUPS-LB 

PT.ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dengan para penghadap saudara R, T, 

E, F, yang minutanya sama sekali tidak ada. Tentu saja hal yang dilakukan Notaris 

tersebut merupakan suatu pelanggaran. 

Berdasakan uraian di atas, maka penulis merasa perlu melakukan 

pengkajian mengenai pelanggaran jabatan notaris terkait penerbitan Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat. Oleh karena itu, penulis memilih judul Tinjauan 
                                                 

8 A. A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, 
hal. 69 
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Yuridis Mengenai Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Penerbitan Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat (studi kasus: Putusan Nomor 

02/B/MJ.PPN/VIII/2010).  

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat 

kiranya dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap 

pelanggaran mengenai penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat  

dalam  Putusan Nomor 02/B/MJ.PPN/VIII/2010? 

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap penerbitan Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat dan Berita Acara RUPS-LB tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka tujuan didakannya penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menelusuri sanksi menurut Undang-Undang No. 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap pelanggaran mengenai 

penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat  dalam  Putusan Nomor 

02/B/MJ.PPN/VIII/2010. 

2. Untuk menganalisis dan menelusuri akibat hukum terhadap penerbitan 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Bentuk Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Normatif, yaitu: suatu cara untuk menemukan data melalui bahan-bahan pustaka. 

Dimulai dari analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari buku-

buku hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Jabatan Notaris.  

Tipologi penelitian yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Eksplanatoris dan Penelitian Preskriptif. Penelitian eksplanatoris yaitu: 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam 
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suatu gejala. Dan Penelitian preskriptif yaitu: penelitian yang tujuannya 

memberikan saran atau jalan keluar dari suatu permasalahan.9  

Jenis data yang diperlukan dalam  penelitian  ini adalah  Data Sekunder 

yang diperoleh melalui sudi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 

merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan harus ditaati, yang 

digunakan sebagai landasan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang  

berlaku, dalam hal ini digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas serta putusan Majelis Pengawas Pusat 

Notaris Nomor: 02/B/MJ.PPN/VIII/2010, sedangkan Sumber sekunder adalah 

bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer yang 

digunakan oleh penulis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang 

dibahas dalam penulisan tesis ini.  

Alat pengumpul data yang dipakai adalah dengan studi dokumen atau studi 

pustaka, yang artinya mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan 

pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti.10  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

yaitu dengan cara memaknai setiap data yang diperoleh oleh penulis sendiri dan 

didasarkan pada studi kasus yang berguna untuk menambah simpulan dari analisis 

serta mendukung hasil penelitian ini. Jadi, Hasil Penelitian berupa Simpulan yang 

ditambahkan dengan studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 

02/B/MJ.PPN/VIII/2010 untuk memperkuat hasil temuan Penelitian. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tesis ini akan diuraikan secara singkat bab demi 

bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat memberikan uraian 

yang teratur serta memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian 

                                                 
 9 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4 

10
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 14 
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dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyususn sistematika penulisan yang 

terbagi menjadi 3 bab, yaitu :  

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-

bab selanjutnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Dalam 

bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang penulisan tesis,  

yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan terkait pelanggaran 

jabatan Notari dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat. 

Selanjutnya atas dasar latar belakang tersebut, pada bab ini juga akan 

diuraikan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan dari  

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2.TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN 

JABATAN NOTARIS 

Bab Kedua ini merupakan tinjauan teori dan analisis pembahasan 

penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai 

permasalahan yang diteliti berdasarkan pada teori-teori dan data-data yang 

diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian mengenai pelanggaran 

dalam penerbitan Akta Keputusan Rapat, serta analisis penulis 

berdasarkan teori dan kasus dari putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris 

Nomor: 02/B/MJ.PPN/VIII/2010. Bab kedua ini terdiri dari enam sub bab 

dimana sub bab pertama membahas mengenai tinjauan umum tentan 

sejarah keberadaan Notaris, sub bab kedua membahas mengenai tinjauan 

umum mengenai Notaris, sub bab ketiga membahas mengenai akta, sub 

bab ke empat membahas mengenai pelaksanaan jabatan Notaris, sub bab 

ke lima mengenai kasus posisi dan sub bab ke enam mengenai analisis 

yuridis mengenai pelanggaran jabatan Notaris dalam Penerbitan Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara.  

 

BAB 3.PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran 

yang mungkin bermanfaat apabila menghadapi permasalahan serupa. 
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BAB 2 
TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN JABATAN NOTARIS  

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sejarah Keberadaan Notaris 

2.1.1 Keberadaan Lembaga Notariat  

Lembaga Notariat timbul karena adanya kebutuhan masyarakat untuk 

membuat suatu alat bukti tertulis yang otentik dalam hubungannya dengan 

sesama individu dalam ruang lingkup hukum perdata. Alat bukti tersebut 

berupa akta Notaris dan dapat digunakan untuk menentukan dengan jelas hak 

dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Tujuan 

yang akan dicapai dari keberadaan lembaga Notariat adalah untuk menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.11   

Keberadaan Notaris dipandang sangat penting dan dibutuhkan 

masyarakat karena keterangan-keterangan yang diberikan oleh seorang 

Notaris itu dapat dipercaya dan akta yang dibuat dapat memberikan jaminan 

sebagai bukti yang kuat bahkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi 

para pihak yang memerlukannya di kemudian hari.  

Memasuki perekonomian global akan mengakibatkan perekonomian 

nasional mengalami perkembangan pesat terutama di bidang hukum bisnis 

Dalam dunia bisnis terdapat berbagai kegiatan bisnis seperti transaki jual beli, 

sewa menyewa, pendirian perusahan, ekspor-impor dan lain sebagainya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini masyarakat masih sangat 

membutuhkan adanya suatu akta sebagai alat bukti yang dapat menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dengan demikian keberadaan 

Lembaga Notariat hingga saat ini masih merupakan hal yang sangat penting 

dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.  

Berbicara mengenai keberadaan Lembaga Notariat maka perlu 

diketahui pula perkembangan keberadaan Lembaga Notariat dari awal hingga 

saat ini. Keberadaan Lembaga Notariat telah dikenal jauh sebelum Indonesia 

merdeka. Munculnya lembaga Notariat dimulai pada abad ke- 11 dan 12 di 

daerah Italia Utara yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan yang 

                                                 
11 Sjaifurrahman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, (Bandung: 

Mandar Maju,2011), hal. 10 

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012



12 
 

Universitas Indonesia
 

sangat berkuasa. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang 

dinamakan “Latijnse Notariat” yang mempunyai ciri-ciri yaitu : orang tersebut 

diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan umum dan menerima uang 

jasanya  (honorarium) dari masyarakat umum pula. Awalnya lembaga notariat 

ini dibawa dari Italia ke Perancis. Kemudian lembaga notariat ini mulai 

berkembang dan meluas ke daratan Eropa melalu Spanyol sampai ke negara-

negara Amerika Tengah dan Selatan.  

Nama Notariat berasal dari nama pengabdinya yakni “notarius” yakni 

orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis. Kemudian berubah 

menjadi “notarii” yakni orang yang mempunyai keahlian menulis cepat. 

Notarii ini berasal dari kata “nota literaria” yang artinya tanda tulisan yang 

punya bentuk atau karakter yang digunakan untuk menggambarkan perkataan-

perkataan. Untuk pertama kalinya nama notarii tersebut diberikan kepada 

orang-orang yang mencatat pidato cato di zaman Romawi. Pada abad ke-5 dan 

ke-6, nama notarii diberikan secara khusus kepada para penulis pribadi dari 

para kaisar, sehingga notarii kehilangan arti umumnya kemudian diartikan 

sebagai pejabat istana yang melakukan pekerjaan administratif.  

Para Notarii tersebut tidak sama dengan Notaris yang dikenal sekarang 

akan tetapi mempunyai andil untuk terjadinya Notaris sekarang.  Pada masa 

kekaisaran Justianus, selain nama Notarii dikenal pula:  

1. Tabeliones.  

Tabeliones ini adalah orang-orang yang ahli menulis cepat di luar kerajaan 

yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-

akta atau surat-surat lain. Tabeliones tidak diangkat oleh penguasa umum 

karena bukan pegawai istana, maka akta-akta dan surat yang dibuat tidak 

mempunyai kekuatan otentik tetapi di bawah tangan.  

2. Tabulari  

Tabulari yakni pegawai negeri atau orang dalam kerajaan yang ditunjuk 

untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di dalam pembuatan akta 

atau surat. Tabulari ditugaskan untuk mengadakan dan memelihara 

pembukuan keuangan kota dan melakukan pengawasan atas arsip dari 

magisrat kota di bawah resort mana orang itu berada.  
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Dari ketiga bentuk keahlian tulis menulis tersebut yang paling mendekati 

dengan Notaris saat ini adalah Tabulari.  

Fenomena lembaga Notariat masuk kekaisaran yakni pada masa 

kekuasaan Longobarden, dimana tabeliones diangkat menjadi pegawai 

kekaisaran yang tugasnya mencatat dan membuat akta untuk kepentingan 

masyarakat. Para tabeliones yang diangkat mempunyai derajat lebih tinggi 

dibandingkan dengan para tabeliones yang tidak diangkat. Oleh karena itu, 

masyarakat lebih suka menggunakan jasa tabeliones yang diangkat. Para 

tabeliones yang tidak diangkat tersebut kemudian bekerja di kekaisaran tanpa 

pengangkatan. Dengan mereka bekerja di kekaisaran, masyarakat beranggapan 

mereka sama dengan tabeliones yang diangkat oleh kekaisaran. Oleh karena 

itu terjadilah persaingan diantara para tabeliones yang diangkat dan yang tidak 

diangkat. Pada akhirnya untuk mencegah persaingan tersebut, kedua 

tabeliones bergabung menjadi satu dan menamakan dirinya Collecium 

selanjutnya disebut Notarii.  

Kemudian pada zaman Karel de Grote, pemahaman mengenai notaris 

terbagi menjadi dua yaitu : kanselarij raja dan kanselarij paus. Tugasnya 

masing-masing untuk mencatat dan membuat akta. Pada kanselarij paus 

namanya tabelio dan clericus notarius publicus, sedangkan pada kanselarij raja 

namanya notarius dan notarii. Perubahan yang sangat mendasar pada zaman 

ini yakni memperbantukan notarius dan cancellarius di badan-badan peradilan.  

Abad ke- 14 terjadi kemerosotan di bidang notariat. Pada masa ini 

jabatan notaris jatuh ke tangan orang-orang yang tidak mempunyai keahlian di 

bidang notariat. Hal ini disebabkan karena kanselarij yang kekurangan uang 

menjual jabatannya kepada orang-orang tanpa memperdulikan apakah mereka 

mempunyai cukup keahlian di bidang notariat atau tidak.  

 

2.1.2. Awal Pembentukan Perundang-undangan di Bidang Notariat 

Keberadaan lembaga Notariat tidak hanya berkembang di Italia. Pada 

abad ke-13 lembaga notariat mulai masuk ke Perancis dan memperoleh 

puncak perkembangannya, dimana akta yang dibuat Notaris bersifat sebagai 

akta umum yang diakui dan di abad ke-15 akta Notaris mempunyai kekuatan 
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pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum.12 Pada waktu itu 

akta Notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya 

dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. 

Akta Notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti 

bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut keliru. Semenjak saat itu akta 

Notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah 

terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.  

Raja Lodewijk de Heilige yang dianggap sebagai peletak dasar bagi 

kesatuan ketatanegaraan Perancis banyak berjasa dalam pembuatan 

perundang-undangan. Pada tanggal 6 Oktober 1791 di Perancis diundangkan 

undang-undang di bidang notariat. Dengan mulai berlakunya undang-undang 

tersebut, maka hapuslah perbedaan yang terdapat sebelumnya diantara 

berbagai macam notaris sehingga hanya dikenal satu macam notaris. 

Kemudian pada tanggal 16 Maret 1803 diundangkan undang-undang baru 

yaitu Ventoswet. Sejak saat itu notaris dijadikan pejabat umum dan terjadilah 

pelembagaan notariat yang dimulai di Perancis.  

Pada saat Perancis menjajah Belanda, pelembagaan notariat di 

Perancis dibawa ke Belanda dengan dua dekrit Kaisar yakni tanggal 8 

November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh 

Belanda terhitung mulai 1 Maret 1811. Dengan adanya dua dekrit tersebut 

maka di Belanda terdapat peraturan yang berlaku umum yang pertama di 

bidang notariat. Perundang-undangan Notariat Perancis yang diberlakukan di 

Belanda tidak segera hilang setelah lepasnya negara itu dari kekuasaan 

Perancis pada tahun 1813. Baru pada tahun 1842 setelah ada desakan dari 

rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional di 

bidang notariat, maka dikeluarkanlah Nederland Staatsblad No. 20 tentang 

jabatan notaris. 

 

 

 

 
                                                 

12  Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia,Perspektif Hukum dan Etika, 
(Yogyakarta:UII Press, 2009),hal. 9 
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2.1.3 Lembaga Notariat di Indonesia 

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan 

lembaga yang lahir dari bumi Indonesia.13  Lembaga Notaris masuk ke 

Indonesia pada permulaan abad ke-17. Pada saat itu Belanda meluaskan 

wilayah jajahannya ke Indonesia dengan tujuan mengambil seluruh kekayaan 

yang ada di Indonesia dan menguasainya. Sehubungan dengan hal tersebut 

maka Pemerintah Hindia Belanda membentuk perusahaan dagang Negara 

yang dikenal dengan nama Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC). 

Perusahaan tersebut bergerak dalam perdagangan rempah-rempah. Hal 

ini berdampak pada dunia perdagangan di Indonesia yang makin pesat dan 

membutuhkan tenaga professional untuk membuat surat-surat keperdataan 

yang dapat dijadikan sebagai alat buktu tertulis. Tenaga professional tersebut 

yang sekarang dikenal dengan Notaris.  

Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai 

Notaris pertama di Indonesia. Pada surat pengangkatan tersebut dimuat 

instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya. Lima tahun 

kemudian dikeluarkan instruksi pertama untuk Notaris Indonesia yang berisi 

10 pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris minimal harus memiliki 

pengetahuan tentang hukum dari negeri-negeri dibawah kekuasaan Belanda, 

Notaris harus diuji dahulu, Notaris harus memberi jaminan bahwa ia tidak 

akan melakukan kesalahan atau kealpaan, Notaris harus menyelenggarakan 

protokol dan daftar yang setiap waktu diperlihatkannya kepada ketua 

pengadilan dan kejaksaan di kota yang bersangkutan, tanpa pandang pilih para 

Notaris harus melakukan jabatan mereka sebaik-baiknya, dan bila perlu 

melayani fakir miskin secara gratis, Notaris tidak akan melakukan atau 

menerima pemalsuan, Notaris tidak akan membuat akta untuk kepentingan 

menyangkut pribadinya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang 

dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari 

akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Tahun 1822 

dikeluarkan instruksi yang berisi 34 pasal.  

                                                 
13 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Bandung: Refika Aditama,2009),hal.3 
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Pada tahun 1860 pemerintah Belanda menganggap telah tiba waktunya 

untuk menyesuaikan peraturan-peraturan jabatan notaris, maka diundangkan 

Staatsblad 1860 nomor 3. Dengan diundangkannya Saatsblad maka telah 

diletakkanlah fundamen sebagai landasan pelembagaan Notaris Indonesia. 

Pada saat Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, jabatan notaris di Indonesia 

menjadi kosong karena notaris-notaris yang pada saat itu kebanyakan orang 

Belanda kembali ke Belanda. Untuk mengisi jabatan notaris yang kosong 

tersebut maka dibentuklah kursus-kursus. Yang dapat masuk kursus-kursus 

adalah orang-orang yang dianggap mengetahui bidang hukum. Tahun 1950 

dibuka pendidikan spesialisasi notaris pertama di Universitas Indonesia.  

Kemudian pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang tentang 

wakil notaris dan wakil notaris sementara. Namun pelaksanaan undang-

undang tersebut menyebabkan timbulnya hal yang tidak diinginkan yang 

memerosotkan nama baik korps notariat. Hal ini dikarenakan penganggkatan 

wakil notaris tersebut hanya untuk satu tahun kemudian diperpanjang lagi satu 

tahun akibatnya wakil notaris berusaha mendapatkan yang sebanyak mungkin.  

Pada tahun 1999 dengan adanya PP Nomor 60 Tahun 1999 terjadi 

perubahan dibidang pendidikan notariat dikarenakan semua pendidikan 

spesialisasi tidak dikelola oleh universitas melainkan oleh organisas profesi 

yang bersangkutan. Sehingga terjadi tarik menarik antara lembaga universitas 

dengan organisasi notaris. Kemudian setelah tahun 2000 keluar putusan dari 

Departemen Pendidikan dan Budaya bahwa pendidikan spesialisasi notaris 

masuk dalam institusi dengan perubahan pada sistem pendidikan kenotariatan 

yang berubah menjadi magister.  

Perjalanan Notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai 

perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Pada era reformasi terjadi 

perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan yang ditandai dengan 

berhasilnya pemerintah mengundangkan Undang-Undang Jabatan Notaris 

nomor 30 Tahun 2004 atau yang dikenal dengan UUJN yang menggantikan 

Peraturan Jabatan Notaris (Stb.1860-3). Dengan adanya UUJN tersebut, telah 

terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu 

undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga tercipta unifikasi 
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hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Republik 

Indonesia.  

 

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Notaris 

      2.2.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum  

Notaris secara yuridis berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUJN didefinisikan 

sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi tersebut 

merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya 

Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk 

membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN.  

Pengertian Notaris dalam UUJN tersebut berbeda dengan Peraturan 

Jabatan Notaris yang lama (PJN, Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3) yang 

mendefiniskan bahwa: 

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta 
otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan 
memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang 
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan 
atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain14”.  

 
Definisi Notaris dalam UUJN dan PJN jika diperbandingkan maka 

rumusan dalam UUJN lebih luas dibandingkan dengan rumusan dalam PJN, 

namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang Notaris yakni sebagai 

pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi berwenang 

(bevoegd) dalam PJN maupun UUJN diperlukan karena berhubungan dengan 

ketentuan pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik 

adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh 

atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu 

dibuat. Untuk pelaksanaan pasal 1868 KUHPerdata tersebut pembuat undang-

undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena 

                                                 
14 GHS, Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, hal. 31 
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itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum tersebut berdasarkan PJN 

maupun UUJN. 

Penggunaan kata satu-satunya (uitsluitend) dalam PJN dimaksudkan 

untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang 

mempunyai wewenang umum itu. Dalam UUJN terminologi satu-satunya 

(uitsluitend) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian Notaris 

tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi uitsluitend telah 

tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan 

akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.15  

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 UUJN tersebut, Notaris berperan 

melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan, dan 

kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak 

(wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat 

dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam UUJN. Namun kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum tidak hanya 

untuk Notaris saja, karena saat ini PPAT dan Pejabat lelang juga 

dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum. Dengan demikian, Notaris sudah 

pasti pejabat umum tapi tidak setiap pejabat umum pasti Notaris, karena 

pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.16  

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan 

hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 

peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang 

diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani 

masyarakat¸dan atas pelayanan tersebut Notaris mendapat honorarium dari 

masyarakat yang merasa telah dilayanai oleh Notaris. Oleh karena itu, Notaris 

sebagai jabatan wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan 

tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar 

                                                 
15 Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, hal. 15 
16 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 14 
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jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada masyarakat.17  

Notaris sebagai jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negara 

dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-

akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris. Oleh 

karena itu sebagai bentuk menjalankan tugas Negara yang diterima Notaris, 

maka Notaris sebagai suatu jabatan berdasarkan hukum diperkenankan 

mempergunakan lambang Negara. 

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh 

pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang 

mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya bersifat mandiri, tidak 

memihak siapa pun dan tidak tergantung kepada siapa pun (independent) yang 

berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak 

yang mengangkatnya atau pihak lain.18   

Untuk dapat menjalankan jabatan sebagai Notaris, mereka yang 

diangkat menjadi Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat untuk 

dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud pasal 3 UUJN adalah:  

a. Warga Negara Indonesia 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yan g Maha Esa 

c. Berumur paling sedikit 27 tahun 

d. Sehat jasamani dan rohani 

e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan  

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan 

Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas 

prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus 

strata dua Kenotariatan.  

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat atau 

tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang 

untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.  

                                                 
17 Ibid, hal. 10 
18 Ibid, hal. 16 
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Selain syarat yang ditentukan dalam pasal 3 UUJN tersebut, ada beberapa 

langkah yang harus dilakukan setelah lulus dari Magister Kenotariatan, yakni:  

a. Mendaftarkan diri sebagai anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia 

(INI) 

b. Mengikuti dan lulus ujian Kode Etik Notaris 

c. Mengikuti diklat-diklat khusus antara lain seperti SABH, Koperasi, Pasar 

Modal 

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras 

dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang 

dapat dipercaya. Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai 

ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji sebagai Notaris. 

Sumpah atau janji tersebut mengandung makna yang sangat dalam yang harus 

dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.  

      2.2.2 Wewenang, Kewajiban dan Larangan Notaris 

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan 

diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.19 Dengan demikian 

setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.  

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya 

dan harus ada dasar hukumnya. Wewenang tersebut harus diatur dengan jelas 

dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang 

bersangkutan. Notaris sebagai suatu jabatan memperoleh kewenangan secara 

atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-

Undang Jabatan Notaris sendiri. Berdasarkan pasal 15 Undang–Undang 

Jabatan Notaris diuraikan kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam 

menjalankan jabatannya yaitu: 20  

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

                                                 
19 Ibid, hal. 77 
20 Ibid, hal.78 
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dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan 

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

2. Notaris berwenang pula; 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;  

b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 

c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;  

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g. membuat akta risalah lelang. 

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, Notaris 

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Wewenang tersebut akan ditentukan kemudian berdasarkan 

aturan hukum lain yang akan datang kemudian.  

Kewenangan Notaris yang terdapat dalam pasal 15 UUJN tersebut 

dapat dibedakan menjadi kewenangan umum, kewenangan khusus dan 

kewenangan lain. Kewenangan umum Notaris sebagaimana diuraikan pasal 15 

ayat 1 UUJN, kewenangan khusus sebagaimana diuraikan pasal 15 ayat 2 

UUJN dan kewenangan lain diuraikan pasal 15 ayat 3 UUJN. Notaris juga 

mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang diuraikan dalam pasal 

51 UUJN yakni berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau 

kesalahan ketik yang terdapat pada  Minuta Akta yang telah ditandatangani.   

Selain wewenang dalam menjalankan jabatannya seperti yang telah 

diuraikan di atas, seorang Notaris juga harus mengetahui batasan 

wewenangnya dalam hal pembuatan akta-akta apa saja yang boleh dibuat 

olehnya, agar jangan sampai Notaris membuat akta yang bukan dalam 
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kewenangannya tersebut. Kewenangan Notaris itu tidak tak terbatas, adapun 

batasan-batasan yang membatasi kewenangan  seorang Notaris sehubungan 

dengan pembuatan akta yaitu:  

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang 

dibuatnya 

 Tidak setiap pejabat umum dapat membuat akta akan tetapi seorang 

pejabat umum hanya dapat membuat akta tertentu yang ditugaskan atau 

dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk 

kepentingan siapa akta itu dibuat 

 Seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta yang ditujukan 

kepada Notaris sendiri, istrinya atau suaminya, atau orang lain yang 

mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaries baik karena 

perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke 

bawah dan atau ke atas tanpa batas, serta garis keturunan ke samping 

sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun 

dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa, hal tersebut untuk 

mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan; 

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu 

dibuat. 

 Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan 

hanya di dalam daerah yang ditentukan notaries berwenang untuk 

membuat akta otentik sedangkan akta yang dibuat di luar daerah 

jabatannya maka aktanya menjadi tidak sah; 

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 

 Sebab notaris tidak berwenang untuk membuat akta apabila notaris masih 

cuti atau telah dipecat dari jabatannya serta sebelum melaksanakan 

sumpah jabatan notaris tidak berwenang untuk membuat akta. 

Jika salah satu dari keempat syarat tersebut di atas ada yang tidak terpenuhi 

maka aktanya tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta 

dibawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh penghadap.  
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Harlien Budiono dalam majalah Renvoi mengemukakan bahwa 

Notaris mempunyai 2 kewenangan dalam pembuatan akta otentik yakni 

menjalankan tugas perundang-undangan dan menjalankan tugas diluar tugas 

perundang-undangan. Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas 

utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik.dan kewenangan lain 

sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, 

sedangkan menjalankan tugas diluar perundang-undangan adalah kegiatan 

Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, misalnya pengurusan 

pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang 

berwenang.21 

UUJN telah memberi kewenangan yang luas kepada Notaris dalam 

pembuatan akta otentik. Agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan, 

maka Notaris dalam menjalankan tugasnya diberi sejumlah kewajiban hukum  

sekaligus kewajiban etis yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. 

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, 

yang jika tidak dilakukan atau dilanggar maka atas pelanggaran tersebut akan 

dikenakan sanksi terhadap Notaris. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris 

berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:  

1. Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban: 

a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;  

b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari protokol notaris; 

c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan 

minuta akta; 

d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, 

kecuali ada alas an untuk menolaknya; 

e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumah 

atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; 

                                                 
21 Herlien Budiono, Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar), (Renvoi: September 
2005), hal. 33 
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f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak 

dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, 

bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; 

g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga; 

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 

waktu pembuatan akta setiap bulan;  

i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruh h atau 

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat 

Deartemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan 

dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 

berikutnya; 

j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 

setiap akhir bulan;  

k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Reublik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, 

dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 

l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi dan notaris; 

m. Menerima magang calon notaris.  

2. Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak 

berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. 

3. Akta originali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah akta :  

a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun  

b. Penawaran pembayaran tunai  

c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga 

d. Akta kuasa 

e. Keterangan kepemilikan, atau 

f. Akta lainnya berdasarkan peraturang perundang-undangan 
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4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 

1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, 

dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu 

dan satu berlaku untuk semua”.  

5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa 

hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.  

6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.  

7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib 

dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena 

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, 

dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta 

pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan 

Notaris.  

8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat 

(7) tidak dipenuhi, akta   yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan.  

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk 

pembuatan akta wasiat.  

Berkaitan dengan ketentuan pasal 16 UUJN diatas, maka Notaris 

dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus 

dijalankan juga harus tunduk pada larangan-larangan dalam menjalankan 

tugas jabatannya. Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang 

dilakukan oleh Notaris. Ketentuan yang berisi tentang larangan tersebut diatur 

di dalam pasal 17 UUJN, yang dinyatakan bahwa Notaris dilarang:   

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya 

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut 

tanpa alasan yang sah  

c. merangkap sebagai Pegawai Negeri 

d. merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara 

e. merangkap jabatan sebagai advokat 
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f.  merangkap jabatan sebagai Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta 

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah 

jabatan notaris 

h. menjadi notaris pengganti atau 

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

martabat jabatan notaris. 

 

Apabila kewajiban-kewajiban yang telah diuraikan di atas tersebut 

tidak dilaksanakan dan larangan-larangan tersebut dilanggar oleh Notaris, 

maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana 

tersebut dalam pasal 85 UUJN. 

      2.2.3 Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Notaris  

Pengaturan mengenai tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan 

Notaris berkaitan dengan kewenangan Notaris sepanjang tempat dimana akta 

tersebut dibuat. Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya diberikan 

wilayah kewenangannya yakni satu propinsi dalam daerah mana tempat 

kedudukannya terletak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 UUJN 

yang berbunyi sebagai berikut:  

1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota 

2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari 

tempat kedudukannya.  

Pasal 18 UUJN ini mempunyai arti bahwa Notaris wajib berkedudukan 

di Kabupaten atau Kota dan mempunyai wilayah jabatan propinsi, sehingga 

Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke 

tempat kedudukan Notaris, tapi Notaris juga dapat membuat akta dengan 

datang ke Kota atau Kabupaten lain dalam propinsi yang sama, dan pada akhir 

akta wajib dicantumkan Kota atau Kabupaten akta dibuat dan diselesaikan. 

Tindakan semacam itu dibenarkan oleh UUJN akan tetapi dalam 

pelaksanaannya dibatasi oleh Kode Etik Notaris.  
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Dalam kaitannya dengan tempat kedudukan Notaris maka keberadaan 

Notaris harus disesuaikan pula dengan kondisi wilayah yang ada ditempat 

kedudukannya. Oleh karena itu untuk mencukupi jumlah Notaris di suatu 

tempat maka tetap mengacu pada jumlah penduduk yang ada di wilayah 

kabupaten/kota tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

pasal 22 UUJN, dimana dinyatakan bahwa formasi jabatan Notaris ditetapkan 

berdasarkan: kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta 

yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan.  

UUJN memberikan kesempatan kepada Notaris untuk pindah tempat 

wilayah kerja. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 23 UUJN, dinyatakan 

bahwa Notaris dapat mengajukann permohonan pindah wilayah jabatan 

Notaris secara tertulis kepada menteri. Adapun syarat pindah wilayah jabatan 

Notaris tersebut adalah tiga tahun berturut-turut telah melaksanakan tugas 

jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris. 

Permohonan pindah tempat kedudukan dapat diajukan setelah mendapat 

rekomendasi dari organisasi Notaris dan persyaratan yang ditentukan undang-

undang telah terpenuhi.   

      2.2.4  Lembaga Pengawas Notaris 

UUJN telah memberikan kewenangan yang luas kepada Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya. Agar Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya memenuhi dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan maka perlu diadakan pengawasan terhadap Notaris dan 

penjatuhan sanksi bila terjadi pelanggaran. Dengan berlakunya UUJN, maka 

pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris tidak lagi 

dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Ada dua lembaga yang berwenang untuk 

melakukan pengawasan terhadap Notaris yaitu, Majelis Pengawas Notaris 

yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Kehormatan yang 

merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris yakni Ikatan 

Notaris Indonesia (INI). Terdapat perbedaan kewenangan antara kedua 

lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, 
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namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi 

Notaris.22   

2.2.4.1 Majelis Pengawas Notaris 

UUJN menentukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan 

Notaris dilakukan oleh Menteri yang membawahi bidang kenotariatan dengan 

membentuk suatu lembaga tersendiri yang disebut Majelis Pengawas Notaris. 

Pengawasan itu sendiri adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif 

termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap notaris.  

Majelis Pengawas tersebut dibentuk secara berjenjang dengan tujuan 

agar mempermudah pengawasan mulai dari daerah sampai ke pusat. 

Pembagian jenjang tersebut ada 3 yakni: Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota,23 Majelis Pengawas 

Wilayah (MPW) yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi24 dan 

Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara25. 

Setiap Majelis Pengawas beranggotakan 9 orang yang terdiri dari 3 unsur 

yakni pemerintah sebanyak 3 orang, organisasi Notaris sebanyak 3 orang dan 

ahli/akademik sebanyak 3 orang.   

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh 

Majelis Pengawas yang didalamnya terdapat unsur Notaris dimaksudkan agar 

Notaris diawasi dan diperiksa oleh pengawas yang mengerti dan memahami 

dunia Notaris luar dalam. Perpaduan unsur Notaris, pemerintah, dan akademik 

dalam keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi 

pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga pengawasan dilakukan 

berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para Notaris dalam menjalankan 

tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN. Pengawasan tersebut tidak 

hanya agar pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan UUJN, 

tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris 

yang dapat mencederai keluhuran jabatan Notaris.  

                                                 
22 Syaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, hal. 262 
23 Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 69 ayat 1 
24 Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 72 ayat 1 
25 Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 76 ayat 1 
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Ketentuan pasal 70 huruf b UUJN dan pasal 16 ayat 1 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan bahwa MPD berwenang melakukan 

pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu dan langsung dilakukan di 

kantor Notaris yang bersangkutan.26  Pemeriksaan terhadap Notaris juga 

dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa yang sifatnya insidentil 

saja.  

Selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan, Majelis Pengawas 

juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang 

telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan 

Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP) mempunyai 

wewenang masing-masing. Adapun wewenang untuk menjatuhkan sanksi 

tersebut adalah sebagai berikut27:  

1. Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk 

menjatuhkan sanksi apa pun.  

Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk 

menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan 

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris; tapi tidak diberi 

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apa pun. MPD hanya berwenang 

untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis 

Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, 

Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi 

Notaris.   

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat menjatuhkan sanksi teguran 

lisan atau tertulis.  

MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, 

dan sanksi seperti ini bersifat final. MPW dapat mengusulkan pemberian 

sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa 

pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan 
                                                 

26 Habib, Majelis Pengawas Notaris, (Bandung:Refika Aditama,2011), hal. 20 
27 Ibid, hal.24 
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sampao 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari 

jabatan Notaris.  

3. Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas 

Pasal 77 huruf c UUJN ,menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan 

sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa 

menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang 

lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris. 

Sanksi-sanki yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan 

pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari 

jabatannya kepada Menteri dan pemberian sanksi berupa pemberhentian 

tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu. 

2.2.4.2 Dewan Kehormatan 

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi 

Ikatan Notaris Indonesia yang terdiri dari tiga tingkat yaitu tingkat pusat, 

wilayah dan daerah. Anggota Dewan Kehormatan di setiap tingkat tersebut 

berjumlah tiga sampai lima orang yang dipilih dalam rapat anggota berupa 

kongres ditingkat pusat, koferensi wilayah ditingkat propinsi dan konferensi 

daerah ditingkat kota  atau kabupaten.28  

Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan ini diatur dalam anggaran 

dasar Ikatan Notaris Indonesia. Tugas dari Dewan Kehormatan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia 

adalah: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota 

dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil putusan atas 

dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak 

mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; 

memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan 

pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Dalam melaksanakan tugasnya 

tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota 

organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan apabila 

dinyatakan bersalah, maka Dewan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi 

organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris 

                                                 
28 Syaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, hal. 263 
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Indonesia, dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, 

pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan 

perkumpulan. Dewan Kehormatan berwenang untuk melakukan pengawasan 

dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik organisasi yang tidak berkaitan 

secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi 

saja.    

2.2.5 Sanksi 

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman juga untuk menaati 

ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga 

diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada 

perjanjian.29 Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan 

yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi 

terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian 

unsur-unsur sanksi yaitu:  sebagai alat kekuasaan, bersifat hukum publik , 

digunakan oleh penguasa dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan 

Sanksi pada hakekatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya 

diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada 

dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan dibalik pintu ketentuan perintah 

dan larangan (geen verboden) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan. 

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk 

memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu 

tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan 

berjalannya suatu aturan hukum.30  

Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris adalah sebagai upaya 

penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah 

melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris 

sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan 

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai UUJN. 

                                                 
29 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 200 
30Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, 

(Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 201 
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Disamping itu dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi 

masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Sanksi 

tersebut untuk menjaga martabat Lembaga Notaris sebagai lembaga 

kepercayaan karena jika Notaris melakukan pelanggaran dapat menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. UUJN yang mengatur jabatan 

Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan 

suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang 

telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya. 31   

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan 

baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan 

pertanggungjawaban secara hukum (legal responsibilty) baik secara perdata, 

administrasi maupun pidana.32  Sanksi atas kesalahan Notaris dalam 

menjalankan jabatannya diatur dalam UUJN. Adapun sanksi-sanksi tersebut 

antara lain:  

2.2.5.1 Sanksi Perdata 

Dalam pasal 84 UUJN ditentukan sanksi perdata berupa penggantin 

biaya, ganti rugi dan bunga. Sanksi tersebut merupakan akibat yang akan 

diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan 

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau 

akta menjadi batal demi hukum. Ketentuan pasal 84 UUJN tersebut 

menegaskan, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-

pasal tertentu, maka dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi 

batal demi hukum. Akibat dari akta Notaris seperti itu, maka dapat menjadi 

alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, 

ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap 

Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan 

para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan 

                                                 
31  Habib Adjie, Sanksi Pedata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik, hal. 90 
32  Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris,(Jakarta:Sofmedia,2011), hal. 108 
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sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan 

dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan 

penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan 

atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar 

ketentuan tertentu menurut pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada 

hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para 

penghadap. 33 

2.2.5.2 Sanksi Administrasi  

Selain sanksi perdata UUJN juga mengatur ketentuan mengenai sanksi 

adminitratif yang terdapat dalam pasal 85 UUJN yang berupa: 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pemberhentian sementara 

d. Pemberhentian dengan hormat 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat 

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran 

lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar 

pasal-pasal tertentu dalam pasal 85 UUJN. Dengan menempatkan teguran 

lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan peringatan kepada 

Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi akan ditindaklanjuti 

dengan sanksi teguran tertulis.  

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari 

jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran 

lisan dan teguran tertulis. Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari 

jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya 

untuk sementara waktu. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat 

berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas 

jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi peberhentian dengan 

hormat atau pemberhentian tidak hormat.  

 

                                                 
33
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2.3 Akta  

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh 

seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti 

dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, 

yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atas 

perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.34 Dalam 

hukum perdata diatur ketentuan mengenai alat bukti yakni dalam pasal 1866 

KUHPerdata dimana dikatakan bahwa alat bukti terdiri dari alat bukti tulisan, 

pembuktian dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan 

sumpah. Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis yang dibedakan menjadi 

dua bagian yaitu surat-surat yang berbentuk akta dan surat-surat lain yang bukan 

berbentuk akta.35   

2.3.1 Akta Otentik dan Akta di bawah tangan 

Akta itu sendiri terbagi lagi dalam akta otentik dan akta dibawah 

tangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1867 KUHPerdata yang 

menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-

tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Akta di bawah tangan 

merupakan akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri dan tidak dibuat 

oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh 

para pihak digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan 

hukum. Oleh karena dibuat hanya sebatas pihak-pihak saja, maka kekuatan 

pembuktiannya hanya sebatas jika para pihak mengakui isi akta tersebut. Jika 

para pihak mengakuinya maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik. Sedangkan akta otentik 

adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh 

atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana 

akta itu dibuat. Keistimewaan akta otentik yakni merupakan suatu alat bukti 

yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta otentik sebagai alat bukti, maka 

akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain 

                                                 
34 R.Soeroso, Perjanjian di bawah tangan,(Jakarta: Sinar Grafika,2010),hal.6 
35 Syaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta,hal.100 
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selain yang tertulis dalam akta tersebut. Ada beberapa perbedaan dari akta 

otentik dengan akta dibawah tangan, yaitu:36   

1. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti sebagaimana akta yang dibuat 

oleh notaris sedangkan untuk akta dibawah tangan mengenai tanggal tidak 

selalu demikian. 

2. grosse dari akta otentik dalam beberapa hal memunyai kekuatan 

eksekutorial seperti putusan pengadilan sedang akta dibawah tangan tidak 

pernah mempunyai kekuataan eksekutorial. 

3. kemungkinan hilangnya akta dibawah tangan lebih besar dari pada akta 

otentik. 

2.3.2 Akta Notaris sebagai Akta Otentik 

Akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang dikehendaki para 

pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan hak dan 

kewajiban. Suatu Akta dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila 

memenuhi syarat otentisitas sehingga akta tersebut merupakan akta otentik. 

Akta Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara 

yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 

ayat (7) UUJN yang menegaskan bahwa: Akta Notaris adalah akta otentik 

yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam undang-undang. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat 

Philipus M. Hadjon mengenai syarat akta otentik, yaitu37 : di dalam bentuk 

yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku) dan dibuat oleh dan 

dihadapan Pejabat Umum. Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa 

ada 3 unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik 

yaitu38: di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan 

dihadapan Pejabat Umum dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat 

Umum yang berwenang untuk itu dan dimana akta itu dibuat.  

Kedua pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1868 

KUHPerdata yang merupakan sumber otensitas akta Notaris juga merupakan 

                                                 
36 G.H.S,Lumban Tobing,Peraturan Jabatan Notaris, hal.54 
37 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 126 
38 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 

2003), hal. 148.  
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dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum,  Akta itu 

harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan Pejabat umum 

oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk 

membuat akta tersebut.  

Otentik tidaknya suatu akta (otentisitas) tidaklah cukup apabila akta 

tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (Notaris) saja. Namun 

pejabat umum tersebut juga harus mempunyai wewenang untuk membuat akta 

itu dan bentuk serta cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut 

ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengacu pada UUJN, 

mengenai bentuk akta Notaris secara khusus telah diatur di dalam pasal 38 

dimana dikatakan bahwa setiap akta Notaris harus dibuat dalam format yang 

terdiri atas:  

1. Kepala atau Awal Akta yang memuat :  

a. Judul akta 

b. Nomor akta 

c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun 

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan 

Notaris 

2. Badan Akta memuat : 

a.  Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang 

yang mereka wakili.  

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak yang menghadap 

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang 

berkepentingan 

d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan 

dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. .  

3. Penutup atau Akhir Akta memuat:  

a. Uraian tentang pembacaan akta  

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau 

penerjemahan akta bila ada 
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c. Nama lengkap, tempat kedudukan, dan tanggal lahir, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta,  

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan 

akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa 

penambahan, pencoretan atau penggantian 

Perjanjian yang dibuat para pihak dalam Akta Notaris mengikat para 

pihak yang terdapat dalam akta itu, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian harus dipenuhi. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata ada dua 

syarat sahnya  perjanjian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat 

subjektif berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian yang terdiri dari 

kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan. 

Sedangkan syarat objektif berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan 

hukum oleh para pihak yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang 

tidak dilarang. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta 

Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif 

dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan 

perwujudan dari pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak.  

2.3.3 Penggolongan Akta Otentik 

1. Akta Relaas 

Akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau dalam praktik Notaris  

dinamakan akta relaas atau akta pejabat, yaitu akta yang menguraikan 

secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan 

yang dilihat atau disaksikan serta dialaminya sendiri oleh Notaris saat 

menjalankan jabatannya. Yang dapat dikatakan sebagai relaas akta 

misalnya berita acara rapat para pemegang saham perseoran terbatas dan 

sebagainya. 

2. Akta Pihak  

Akta yang dibuat dihadapan notaris atau yang dinamakan akta partij (partij 

akten) atau akta pihak, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa 

yang diterangkan para pihak kepada notaris dalam melaksanakan 

jabatannya dimana para pihak ingin agar keterangan atau perbuatan 

tersebut dikonstantir oleh notaris didalam suatu akta otentik. Yang dapat 
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dikatakan partij akta misalnya Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) 

perjanjian hibah, jual beli dan sebagainya. 

Perbedaan kedua bentuk akta di atas dapat dilihat dari bentuk akta-

aktanya, dimana pada partij akta (dibuat dihadapan notaris) ada keharusan 

tandatangan dari penghadap sedangkan hal tersebut tidak merupakan suatu 

keharusan pada akta relaas (dibuat oleh notaris). Pembedaan kedua bentuk 

akta tersebut berpengaruh dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian 

sebaliknya terhadap isi akta. Untuk akta relaas hanya dapat digugat jika akta 

tersebut palsu sedangkan pada partij akta dapat digugat mengenai isi dari akta 

tersebut tanpa menuduh kalau aktanya palsu. 

2.3.4 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik 

Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa akta notaris yang 

merupakan akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang 

terkuat dan terpenuh. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta 

notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat 

membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan 

pengadilan.39 Pada umumnya akta notaris mempunyai 3 macam kekuatan 

pembuktikan, yakni :  

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah 

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu 

sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat 

dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang 

sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku 

sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang 

membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam 

hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta 

notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaiu 

tanda tangan dari notaris yang bersangkutan baik yang terdapat pada minuta 

dan salinan serta adanya awal akta sampai akhir akta.  Jika ada yang menilai 

bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang 

bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan 

                                                 
39 Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, hal. 19 

Tinjauan yuridis..., Yuanita Ika Putri, FHUI, 2012



39 
 

Universitas Indonesia
 

akta otentik. Penilaian pembuktiannya harus didasarkan pada syarat-syarat 

akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan 

melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan 

bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.    

2. Kekuatan Pembuktian Formal 

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan 

fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan 

oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai 

dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. 

Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan 

sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan kebenaran dari apa yang 

diuraikan oleh pejabat dalam akta itu merupakan yang dilakukan dan 

disaksikannya dalam jabatannya itu. Secara formal untuk membuktikan 

kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap 

dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi dan 

notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris, 

dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak.    

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus 

dibuktikan dari formalitas akta itu, yaitu harus dapat membuktikan 

ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap, 

membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan 

ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaries, juga 

harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para 

pihak yang disampaikan di hadapan notaris dan ketidakbenaran tanda tangan 

para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak 

dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut 

harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari 

akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka 

akta tersebut harus diterima siapa pun.   

Pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh 

notaris tidak dilarang untuk melakukan penyangkalan atas aspek formal akta 

notaris. Penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke 
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pengadilan umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek 

formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, 

misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap notaris 

pada hari tanggal bulan tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta atau 

merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya.     

3. Kekuatan Pembuktian Materil    

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang 

tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak 

yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, 

kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya tidak hanya kenyataan yang 

dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan 

sebagai yang benar terhadap setiap orang yang meminta dibuatkan akta 

tersebut sebagai alat bukti. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan 

dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan 

notaris dan para pihak harus dinilai benar. Jika ternyata keterangan para 

penghadap tersebut menjadi tidak benar maka hal tersebut menjadi tanggung 

jawab para pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempuyai 

kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah.  

2.3.5 Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta  

Pengertian minuta akta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang 

disimpan dalam protokol Notaris. Dalam minuta ini juga tercantum asli tanda 

tangan, paraf para penghadap, para saksi dan Notaris, renvoi, dan bukti-bukti 

lain yang untuk mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. 

Akta dalm bentuk In Minuta wajib disimpan Notaris, diberi nomor bulanan dan 

dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (Repertorium) serta diberi 

nomor Repertorium. Akta Notaris yang dibentuk dalam bentuk Minuta dapat 

dibuatkan salinannya yang sama bunyinya sesuai dengan permintaan 

penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan oleh Notaris yang 

bersangkutan atau pemegang protokolnya.  

Disamping itu, dikenal pula akta Notaris dalam bentuk In Originali, 

artinya semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (renvoi) tercantum dalam 
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akta dan dalam akta In Originalu hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan, dan 

Notaris tidak wajib untuk menyimpan akta dalam bentuk In Originali ke dalam 

bundel akta Notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan 

ke dalam buku daftar akta Notaris (Repertorium) serta diberi nomor 

Repertorium. Akta dalam bentuk In Originali tidak dapat diberikan 

salinannya40.  

Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada 

bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salunan yang 

sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam 

Minutanya yang sama bunyinya.  

Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa 

bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa 

“diberikan sebagai kutipan”. Kutipan ini diambil dari sebagian Minuta Akta, 

pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan. Kutipan 

dari Minuta akta tersebut ditempatkan pada isi akta dan pada akhir akta 

dituliskan diberikan sebagai kutipan.  

 

2.4 Pelaksanaan Jabatan Notaris 

2.4.1 Pelaksanaan Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan 

Notaris  

Dalam ruang lingkup UUJN tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu 

membuat alat bukti berupa akta otentik yang diinginkan oleh para pihak untuk 

suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran 

hukum perdata. Notaris membuat akta tersebut karena ada permintaan dari 

para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris 

tidak akan membuat akta apapun.  Notaris membuatkan akta yang dimaksud 

berdasarkan alat bukti atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau 

diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan Notaris. Selanjutnya, 

Notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta 

Notaris dengan tetap berpijak pada prosedur pembuatan akta dan aturan 
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hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dituangkan dalam akta.41 

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris dapat juga memberikan nasehat 

hukum sesuai permasalahan yang ada. Nasehat hukum yang diberikan kepada 

para pihak tersebut dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan 

tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan.  

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas 

jabatan yang Esoterik, diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang 

memadai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan 

tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan dalam UUJN. Dalam hal 

ini diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatan tidak  hanya dalam teknik 

administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang 

tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap dan 

kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum 

pada umumnya.  

Dalam asas-asas pemerintahan yang baik dikenal asas-asas sebagai 

berikut42: Asas persaman, Asas kepercayaan, Asas kepastian hukum, Asas 

kecermatan, Asas pemberian alasan, Larangan penyalahgunaan wewenan dan 

Larangan bertindak sewenang-wenang. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas 

jabatan Notaris, ditambah dengan asas proporsionalitas dan asas 

profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai asas-asas yang 

harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, sebagai 

asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik dengan substansi dan 

pengertian untuk kepentingan Notaris sebagai berikut43:  

a. Asas Persamaan  

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, kewenangannya terbatas dan 

hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu saja. Sesuai dengan 

perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari 

masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin 

meneguhkaninstitusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada 

                                                 
41  Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik, hal. 121 
42 Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 270 
43  Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal. 34 
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masyarakat Notaris tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya 

berdasarkan keadaan social-eonomi atau alasan lainnya. Hanya alasan 

hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak 

memberikan jasa kepada yang menghadap. Bahkan dalam keadaan 

tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan 

secara cuma-Cuma kepada yang tidak mampu.  

b. Asas Kepercayaan 

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaran 

dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang 

yang dapat dipercaya. Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan 

kepercayaan , maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan 

segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan 

yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, 

kecuali undang-undang menentukan lain.  

c. Asas Kepastian Hukum  

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara 

normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan 

yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak 

berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian 

kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris 

telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi 

permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.   

d. Asas Kecermatan 

   Asas kecermatan merupakan penerapan dari pasal 16 ayat 1 huruf a, 

antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak 

seksama. Pelaksanan asas kecermatan dalam pembuatan akta dapat 

dilakukan dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap 

berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris, menanyakan, 

mendengarkan dan mencermati keinginan para pihak, memeriksa bukti 

surat, memberikan saran, melakukan pembacaan, penandatanganann, 

memberikan salinan dan pemberkasan  minuta.  

e. Asas Pemberian alasan 
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  Setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris harus mempunyai alasan dan 

fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada 

pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para penghadap.  

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang 

       Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh 

Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika tindakan Notaris 

merugikan para pihak, maka para pihak dapat menuntut penggantian 

biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris.  

g. Larangan  Bertindak Sewenang-wenang  

   Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan 

para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. 

Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus 

mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan 

kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk 

menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam akta atau tidak, dan 

keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus 

dijelaskan kepada para pihak.  

h. Asas Proporsionalitas 

Dalam pasal 16 ayat 1 huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait 

dalam perbuatan hukum atau wajib mengutamakan adanya 

keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap 

Notaris. Notaris juga dituntut untuk senantiasa mendengar dan 

mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan 

dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara 

proposiona yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.   

i. Asas Profesionalitas 

  Dalam pasal 16 ayat 1 huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan 

sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk 

menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan 

Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas 
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jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat 

di hadapan atau oleh Notaris. 

2.4.2 Pelaksanaan Jabatan Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas  

Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam membuat akta otentik tidak hanya 

didasarkan karena adanya kehendak dari para pihak yang menginginkan suatu 

alat bukti tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-

undang. Salah satu undang-undang yang mengharuskan suatu perbuatan 

hukum dibuat dalam akta notaris yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan Jabatan Notaris dari ketentuan UUPT 

Tahun 2007 dapat ditemui dalam pendirian perseoran terbatas, perubahan 

anggaran dasar  dan pembuatan risalah RUPS.  

2.4.2.1  Pendirian Perseroan Terbatas  

Setiap orang yang akan mendirikan perseroan harus memenuhi 

sejumlah syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain 

memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam Anggaran Dasar, terdapat 

beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai 

badan hukum. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila salah 

satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka pendirian sebuah PT dapat 

dianggap tidak sah sebagai badan hukum. Syarat-syarat tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

a. Didirikan dua orang atau lebih  

Dalam pasal 7 ayat 1 UUPT Tahun 2007 ditentukan bahwa pendiri 

perseroan harus dua orang atau lebih. Pendirian perseroan juga harus 

berdasarkan perjanjian dari para pendiri. Hal tersebut ditegaskan pada pasal 1 

ayat 1 UUPT Tahun 2007 bahwa:  

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan 
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”  
 

Hal tersebut juga dinyatakan pada pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian 

pendirian perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual. Artinya, 
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bahwa pendirian perseroan dilakukan oleh para pendiri atas persetujuan, 

dimana para pendiri antara satu dan yang lain mengikatkan dirinya untuk 

mendirikan perseroan.44  

b. Pendirian berbentuk akta Notaris dalam bahasa Indonesia 

Pendirian Perseroan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk 

akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan tidak boleh berbentuk akta di bawah 

tangan. Akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas 

perjanjian pendirian perseroan. Akan tetapi, akta Notaris tersebut juga 

berfungsi sebagai syarat agar perseroan tersebut mendapat pengesahan dari 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

c. Setiap Pendiri wajib mengambil bagian saham 

Ketika para pendiri menghadap Notaris untuk membuat akta pendirian, setiap 

pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan.  

d. Memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum 

Perseroan harus memperoleh status badan hukum. Perolehan status tersebut 

bertepatan dengan tanggal dikeluarkannya Keputusan Menteri mengenai 

pengesahan badan hukum perseroan.  

2.4.2.2 Perubahan Anggaran Dasar  

Anggaran Dasar merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan 

pengurusan perseroan. Ketentuan pasal 15 ayat (1) UUPT 2007 menegaskan 

Anggaran Dasar Perseroan sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal berikut: 

nama dan tempat kedudukan perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan 

perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; besarnya jumlah modal dasar, 

modal ditempatkan dan modal disetor; jumlah saham, klasifikasi saham, dan 

nilai nominal setiap saham; nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan 

dewan komisaris; RUPS; Tata cara pengangkatan, penggantian dan 

emberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Tata cara penggunaan 

laba dan pembagian dividen. Anggaran Dasar Perseroan tersebut dapat 

mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT 2007 cara pembuatan 

perubahan Anggaran Dasar yakni harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta 
                                                 

44 Orinton Purba, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas 
Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, hal. 23 
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Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan 

pilihan atas bentuk akta pihak atau akta relaas. Dengan demikian, RUPS 

perubahan anggaran dasar dapat dibuat baik dengan akta notaris dalam bentuk 

akta relaas maupun dalam bentuk akta “Pernyataan Keputusan Rapat” (PKR).  

Akta PKR dikenal di dalam praktek kenotariatan sebenarnya merupakan 

penemuan hukum dalam kaitannya dengan bentuk aktanya.  PKR adalah suatu 

akta notaris yang pada dasarnya bersumber pada akta risalah rapat dibawah 

tangan dan hasil keputusan rapatnya yang dinyatakan dalam bentuk akta 

notaris (akta pihak).  Ketentuan pasal 21 ayat (4) jo ayat (5) UUPT 2007 telah 

memberikan kemungkinan dibuatnya keputusan perubahan anggaran dasar 

yang berasal dari akta risalah rapat dibawah tangan asalkan dalam waktu 30 

hari dinyatakan dalam akta notaris dalam bentuk PKR.  

Menurut penjelasan pasal 21 ayat (5) UUPT 2007, yang dimaksud 

dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk 

akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan AD. Apabila berita acara 

rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan AD tidak dimuat dalam akta 

berita acara yang dibuat oleh notaris, maka berita acara itu harus “harus 

dinyatakan dalam akta notaris”. Sebaliknya, kalau berita acara rapat yang 

berisi keputusan RUPS itu dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat 

oleh Notaris, dengan sendirinya sudah langsung keputusan RUPS atas 

perubahan AD itu telah dinyatakan dalam Akta Notaris.45   

Perubahan Anggaran Dasar diklasifikasi menjadi 2 yakni perubahan 

Anggaran Dasar tertentu yang harus mendapatkan persetujuan Menteri dan 

perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri. 

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat ketentuan pelaksanaannya yakni 

PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007. Mengenai perubahan Anggaran Dasar 

tertentu yang harus mendapatkan persetujuan Menteri, maka sesuai ketentuan 

Pasal 8 ayat 3 PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007 Notaris sebagai kuasa 

Direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Dirjen AHU. Notaris 

mengajukan permohonan persetujuan perubahan AD tertentu kepada Menteri 

atau Dirjen AHU berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat 

                                                 
45M Yahya Harahap,  Hukum Perseroan Terbatas,(Jakarta,Sinar Grafika,2009), hal. 201  
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Notaris yang bersangkutan. Sedangkan mengenai perubahan Anggaran Dasar 

yang cukup diberitahukan kepada Menteri, maka sesuai ketentuan  Pasal 12 

ayat 3 PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007 Pemberitahuan perubahan AD 

kepada Menteri atau Dirjen AHU disampaikan oleh Notaris selaku Kuasa 

Direksi Perseroan.   

Pelaksanaan jabatan Notaris terkait perubahan anggaran dasar Perseroan 

adalah Notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran 

Dasar tertentu kepada Menteri atau Dirjen AHU berdasarkan akta Notaris 

berupa Berita Acara RUPS atau Pernyataan Keputusan Rapat.  

 

2.4.2.3 Pembuatan Risalah RUPS  

RUPS terbagi menjadi dua yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. 

RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun, dilaksanakan oleh Direksi dalam 

batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang yakni 6 (enam) bulan 

setelah tahun buku terakhir. Sedanngkan RUPS lainnya, dalam praktik dikenal 

dengan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) dapat diadakan setiap waktu dan 

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.  

Kententuan mengenai Risalah RUPS diatur dalam pasal 90 UUPT No. 

40 Tahun 2007. Risalah RUPS berisikan keputusan-keputusan yang diambil 

pada waktu pelaksanaan RUPS sampai RUPS itu berakhir. Setiap 

penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Oleh karena itu, 

pembuatannya bersifat imperatif. RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak 

sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan 

ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.46 Berdasarkan pasal 90 ayat 

(1) UUPT, risalah RUPS wajib ditandatangani. Apabila risalah RUPS tidak 

dibuat dengan akta notaris yang dibebani kewajiban untuk menandatangani 

adalah Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang 

ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Maksud dari penandatanganan tersebut 

untuk menjamin kebenaran dan isi risalah RUPS.  

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 90 ayat (2) risalah RUPS yang dibuat 

dengan akta notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 

                                                 
46 Ibid, hal. 340 
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(satu) orang pemegang saham. Risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris 

bila tanpa ditandatangani, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti 

kebenarannya. Hal ini sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai “akta 

autentik”.  Sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, suatu akta autentik 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) tentang apa yang 

dimuat di dalamnya dan mengikat kepada para pihak yang membuat serta 

terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.47  

Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam RUPS hanya bersifat relatif, karena 

RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Notaris baru 

akan melakukan pelaksanaan jabatannya dalam RUPS ketika Notaris yang 

bersangkutan diminta untuk menyaksikan RUPS tersebut dan menuangkannya 

dalam bentuk akta Relaas berupa Akta Berita Acara RUPS. Sedangkan bila 

RUPS dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris, maka Notaris baru akan 

melakukan pelaksanaan jabatannya ketika Notaris yang bersangkutan diminta 

untuk membuat akta partai berupa akta PKR yang didasarkan pada RUPS 

yang dibuat dibawah tangan  

 

2.5 Kasus Posisi  

 Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa dalam 

praktek, Notaris sering dilibatkan dan rentan mendapat gugatan dari para pihak 

yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Sedangkan sengketa yang 

terjadi bukanlah antara para pihak dengan notaris mengingat notaris bukan pihak 

dalam akta yang dibuatnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya 

Notaris di dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau 

kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya baik 

disengaja maupun karena kekhilafan. Hal ini dapat dilihat dari contoh peristiwa 

hukum yang terdapat dalam suatu kasus terkait penerbitan dua salinan Pernyataan 

Keputusan Rapat dan Berita Acara Rapat yang akan dijabarkan di bawah ini.  

 PT. Asri Nusa Mandiri Prima (selanjutnya disebut PT ANMP) merupakan 

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang 

anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian no 25 tanggal 16 Desember 1996. 

                                                 
47 Ibid hal. 340 
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PT ANMP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan dan 

berkedudukan di Pekanbaru. Susunan kepengurusan dan kepemilikan saham PT. 

ANMP pada saat itu adalah Tuan R selaku Direktur Utama memiliki saham 

sejumlah 1260 lembar saham, Tuan E selaku Komisaris memiliki 840 lembar 

saham dan Tuan TJ selaku Komisaris Utama memiliki 2100 lembar saham serta 

cadangan milik perusahaan sejumlah 1400 lembar saham. 

 Berawal dari PT ANMP yang mengalami kesulitan keuangan karena tidak 

dilakukan pembayaran tagihan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan 

ratus juta rupiah) oleh PT SSS milik Tuan TJ yang juga sebagai pemegang 2100 

saham PT ANMP,  maka terjadi pembicaraan antara Tuan E dan Tuan R untuk 

mengatasi kesulitan keuangan tersebut dan kemudian disepakati bahwa Tuan E 

akan menjual saham yang dimilikinya sejumlah 840 lembar saham kepada Tuan R 

sebagaimana surat perjanjian yang dibuat pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007.  

 Namun keesokan harinya, Tuan R tanpa sepengetahuan Tuan E telah 

datang ke Kantor Notaris A dan menemui salah satu staff Notaris A untuk 

menyerahkan draft notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANMP 

yang pada pokoknya berisi mengenai persetujuan :  

a. pengeluaran saham cadangan perseroan sebanyak 1400 lembar saham atau 

sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dijual 

kepada Tuan R dan telah disetor kepada perusahaan. 

b. jual beli saham antara seluruh saham milik Tuan E kepada Tuan R 

sebanyak 840 lembar saham atau sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan 

puluh empat juta rupiah) 

c. pengunduran diri Tuan E selaku Komisaris dan mengangkat Tuan F 

sebagai Direktur.  

d.  perubahan susunan Direksi dan Komisaris 

Pada tanggal 9 Maret 2007 Tuan E datang ke kantor Notaris A dengan dan 

menandatangani Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) nomor 40 tanggal 9 Maret 

2007 yang dibuat atas dasar notulen RUPS-LB di bawah tangan yang dibawa oleh 

tuan R satu hari sebelumnya. Kemudian tanggal 12 Maret 2007, PKR nomor 40 

tersebut beserta minuta aktanya didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM. 

Sedangkan salinan aktanya diserahkan kepada Tuan E. Setelah menerima salinan 
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akta PKR tersebut ternyata diketahui bahwa tidak semua apa yang tertuang dalam 

akta tersebut sesuai dengan kebenarannya. Tuan E hanya menyetujui penjualan 

saham miliknya sejumlah 840 lembar saham bukan penjualan saham cadangan 

milik perusahaan yg berjumlah 1400 lembar saham kepada tuan R. Namun sejak 

dikeluarkannya PKR RUPS-LB Nomor 40 Tanggal 9 Maret 2007 maka seluruh 

saham cadangan milik PT ANMP yang berjumlah 1400 atau senilai 140.000.000 

menjadi milik tuan R sepenuhnya. Hal tersebut mengakibatkan Tuan E kehilangan 

haknya atas saham cadangan tersebut yaitu sebanyak 20% dari 1400 lembar 

saham cadangan perusahaan yaitu 280 lembar saham atau sekitar Rp. 28.000.000,- 

dan tuan E juga belum menerima hasil penjualan saham miliknya dari tuan R 

sebanyak 840 saham atau sekitar Rp. 84.000.000,- 

Tuan E kemudian protes karena merasa tidak pernah diadakan rapat dan 

RUPS tersebut tidak mencapai kuorum kehadiran yakni 2/3 maka seharusnya 

tidak dapat dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Tuan R datang lagi ke Notaris A untuk membuat akta risalah RUPS-LB 

yang seolah-olah dihadiri semua pemegang saham. Dimana akta risalah RUPS-LB 

tersebut dibuat dengan nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat dan ternyata Risalah RUPS-LB tersebut tidak ada minutanya.  

Oleh karena Tuan E merasa tertipu, maka Tuan E melaporkan Tuan R 

kepada polisi yang kemudian di proses Pengadilan Negeri Pekanbaru atas tuduhan 

melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta 

otentik. Selanjutnya dalam proses pembuktian di pengadilan diketahui terdapat 

alat bukti tertulis berupa 2 (dua) salinan akta notaris yang dibuat Notaris A di 

Pekanbaru, yakni salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS-LB PT ANMP 

No. 40 dan salinan akta Berita Acara RUPS-LB No. 40. Kedua salinan tersebut 

dibuat dengan nomor yang sama, pada hari tanggal dan waktu yang sama namun 

penghadapnya berbeda, dan salah satunya diterbitkan tanpa ada minuta yang 

mendasarinya.  

Tuan R yang merasa dirugikan karena dipidana penjara 1 tahun kaena 

dianggap memberikan keterangan palsu dalam suat akta otentik sehingga nama 

baiknya tercemar, melaporkan dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh 

Notaris A kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau. Dari hasil 
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pemeriksaan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan, maka 

diketahui bahwa Notaris A telah melakukan kesalahan dimana telah menerbitkan 

Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 

2007 dan pada saat yang sama telah pula menerbitkan Berita Acara RUPS-LB PT 

ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007.  Kedua salinan tersebut dibuat dengan 

nomor yang sama, pada hari tanggal dan waktu yang sama namun penghadapnya 

berbeda, dan Berita Acara RUPS-LB diterbitkan tanpa ada minuta yang 

mendasarinya.  

Kemudian Majelis Pengawas Notaris berdasarkan hasil pemeriksaannya 

menilai bahwa Notaris A telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang 

menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban 

bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak 

yang terkait dalam perbuatan hukum” juncto Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan 

bahwa “dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris setiap hari 

mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk 

Minuta Akta maupun originali tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam 

ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, 

nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik 

untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.  

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Notaris A maka Notaris A dikenai 

sanksi Teguran Lisan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau. 

Tuan R merasa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan sanksi 

yang dikenakan untuk Notaris A terlalu ringan. Oleh karena itu, Tuan R 

mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan permohonan agar 

Notaris A dijatuhi sanksi yang lebih berat dan akta no 40 tanggal 9 Maret 2007 

dinyatakan sebagai hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 

tangan atau menjadi batal demi hukum. Tuan R juga menyampaikan beberapa 

dalil salah satunya mengenai notulen RUPS LB PT ANMP yang tidak kuorum 

karena tidak dihadiri oleh 2/3 pemegang saham. Notaris A membantah dalil-dalil 

Tuan R dan memberikan beberapa tanggapan salah satunya  mengenai persyaratan 

penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 9 Maret 2007 

tersebut akan dilengkapi oleh Tuan R kemudian. Setelah memeriksa fakta-fakta 
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hukum, bukti-bukti dan dalil-dalil dari Terbading dan Pembanding maka Majelis 

Pengawas Pusat Notaris menolak permohonan banding Tuan R dan menguatkan 

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No.W4.08 AH.0209.  

 

2.6 Analisis Yuridis Mengenai Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam 

Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara Rapat 

PT. ANMP 

 Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yang 

bertujuan untuk menganalisis dan menelusuri mengenai sanksi menurut UUJN 

terhadap pelanggaran dalam penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat  dalam 

Putusan Nomor 02/B/MJ.PPN/VIII/2010 dan akibat hukum terhadap penerbitan 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, maka pembahasan analisis yuridis ini 

akan dibagi dalam dua sub bab yang masing-masing akan secara khusus 

membahas mengenai sanksi atas pelanggaran dalam penerbitan akta Pernyataan 

Keputusan Rapat dan akibat hukum terhadap penerbitan Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat.  

2.6.1 Sanksi  Menurut UUJN Terhadap Pelanggaran mengenai penerbitan 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Majelis Pengawas 

Pusat Nomor   02/B/MJ.PPN/VIII/2010 

Sebagaiaman telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa Notaris 

dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran 

baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pelanggaran yang dilakukan 

Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban 

secara hukum (legal responsibilty) yakni berupa sanksi baik secara perdata, 

administrasi maupun pidana.  

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang 

kebal terhadap hukum. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris 

yang bersangkutan dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan 

sanksi administrasi yang terdapat dalam pasal 84 dan 85 UUJN. Sanksi tersebut 

merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat 

dihadapan atau oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan 
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tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan 

tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, 

Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan 

martabat Notaris.  

Dari uraian kasus posisi di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua 

salinan akta dengan nomor dan tanggal yang sama. Hal tersebut dibuktikan 

dengan Notaris A yang telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 

PT ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dan pada saat yang sama telah pula 

menerbitkan Berita Acara RUPS-LB PT ANMP Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007. 

Kedua salinan tersebut dibuat dengan nomor yang sama, pada hari tanggal dan 

waktu yang sama namun penghadapnya berbeda, dan Berita Acaranya diterbitkan 

tanpa ada minuta yang mendasarinya.  

Terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan pasal 

21 ayat (5) UUPT 2007 untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana 

RUPS yang dilaksanakan dibawah tangan harus dinyatakan dalam akta Notaris 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan RUPS. Berkenaan dengan hal 

tersebut, Notaris diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan 

ketentuan pasal 15 UUJN. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Notaris A secara 

tidak langsung dapat dikatakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) 

huruf a,b,c, dan d yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya  

Notaris berkewajiban :  

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum 

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris  

c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan 

Minuta Akta 

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.  

Mengenai pelanggaran terhadap kewajiban Notaris yang terdapat dalam 

pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan Notaris wajib bertindak jujur, 

seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait 
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dalam perbuatan hukum, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Notaris A yang 

menerima pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANMP tanpa 

kelengkapan syarat atau data-data yang seharusnya dipenuhi Tuan R dalam 

pembuatan akta PKR tersebut yakni surat kuasa dan data terkait kuorum 

kehadiran. Seharusnya Notaris A memeriksa terlebih dahulu kelengkapan 

persyaratan penerbitan akta PKR dengan seksama dan teliti sebelum membuat 

akta tersebut.    

Pelanggaran kewajiban terkait pasal 16 ayat (1) huruf b dan c yang 

menyatakan Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan 

menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dan berkewajiban 

mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta, 

hal ini terbukti dari tidak adanya minuta yang mendasari dibuatnya Berita Acara 

RUPS-LB PT ANMP. Bahwa Salinan akta adalah salinan kata demi kata yang 

sama sekali sama bunyinya dengan asli akta. Dalam hal ini salinan Berita Acara 

RUPS-LB tidak ada minutanya, dengan demikian jelas bahwa salinan Berita 

Acara RUPS-LB tersebut tidak ada dasarnya.  

Pelanggaran kewajiban terkait pasal 16 ayat (1) huruf d yang menyatakan 

Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, hal ini dapat dibuktikan 

dengan Notaris A tetap membuatkan akta PKR meskipun Tuan R belum 

menyerahkan data-data secara lengkap terkait kuorum kehadiran. Apabila data-

data lengkap maka Notaris dapat memeriksa dan mengetahui bahwa rapat tersebut 

tidak mencapai kuorum kehadiran 2/3 sesuai yang terdapat dalam anggaran dasar 

PT. ANMP. Dalam hal ini seharusnya Notaris A dapat menolak pembuatan akta 

PKR tersebut atau menunda pembuatan sampai semua syarat dilengkapi.  

Bila ditinjau dari UUPT 2007 yang mengatur mengenai kuorum kehadiran, 

maka seharusnya Notaris A meneliti apakah kuorum kehadiran terpenuhi sesuai 

dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT. ANMP. Dalam kasus ini ternyata 

kuorum kehadirannya tidak terpenuhi karena Tuan TJ selaku pemilik 50% saham 

tidak hadir sehingga rapat tersebut tidak kuorum karena tidak dihadiri 2/3 

pemegang saham. Apabila Notaris A teliti maka Notaris A dapat menolak dan 
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memberikan nasehat hukum kepada Tuan R bahwa rapat tersebut tidak kuorum 

sehingga tidak dapat dibuat aktanya.   

Selanjutnya, menurut penulis bila ditinjau dari ketentuan yang terdapat 

dalam pasal 58 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris setiap hari 

mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk 

Minuta Akta maupun originali tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam 

ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, 

nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik 

untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain, maka pembuatan Akta 

Peryataan Keputusan Rapat PT ANMP oleh Notaris A merupakan suatu 

pelanggaran pelaksanaan jabatan karena Notaris tidak diperbolehkan 

menggunakan nomor yang telah diterbitkan salinannya. Dengan membuat akta 

pernyataan keputusan rapat dengan nomor dan tanggal yang sama, maka Notaris 

A telah membuat akta yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan akta yang 

sebenarnya atau dapat dikatakan Notaris A membuat akta dengan tanggal mundur. 

Akibat dari pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris A tersebut 

terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a,b,c,d jo pasal 58 ayat (2) UUJN, 

maka sanksi yang dapat diterima oleh Notaris A adalah sanksi administrasi sesuai 

dengan ketentuan pasal 85 UUJN yang menyatakan bahwa:  

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 
ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 
16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, 
Pasal 16 ayat (1) huruf g,  Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) 
huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 
20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau 
Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa:  

a. Terguran lisan 
b. Teguran tertulis  
c. Pemberhentian sementara 
d. Pemberhentian dengan hormat  
e. Pemberhentian dengan tidak hormat”.48  

Sanksi administrasi dijatuhkan terhadap Notaris karena terjadi pelanggaran 

terhadap segala kewajiban dan pelaksaan tugas jabatan Notaris yang 

dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi administratif. 

Pelanggaran yang dilakukan Notaris A merupakan suatu kelalaian dan ketidak 
                                                 

48 Indonesia, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris , Pasal 85 
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telitian dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu sanksi yang dapat 

dikenakan pada Notaris adalah sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran 

tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian 

dengan tidak hormat sesuai ketentuan pasal 85 UUJN. Sanksi administratif yang 

diberikan tersebut sifatnya reparatoir artinya untuk memperbaiki suatu keadaan 

agar tidak dilakukan lagi oleh Notaris yang bersangkutan.    

Dalam kasus ini apabila pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris 

A menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Notaris A dapat digugat secara 

perdata untuk memberikan ganti rugi atas apa yang disebabkannya. Gugatan 

tersebut dapat didasarkan pada ketentuan pasal 84 UUJN yang menyebutkan 

bahwa Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga apabila 

akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi 

batal demi hukum. Apabila karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

Notaris A menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Notaris A juga dapat 

digugat untuk memberikan ganti rugi atas dasar ketentuan pasal 1365 

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum 

yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 

 Tugas pelaksanaan jabatan yang dijalankan Notaris berada dalam ruang 

lingkup hukum perdata. Namun, ada kalanya dalam praktek ditemukan bahwa 

suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat 

dijatuhi sanksi perdata, administrasi atau kode etik tapi ditarik atau 

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dengan 

dasar Notaris telah memasukkan keterangan palsu dalam akta. Menurut Habib 

Adjie pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek:49  

a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap 

b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris  

c. Tanda tangan yang menghadap  

d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta  

e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta  

                                                 
49 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, hal.120 
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f. Minuta akta ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan   

Batasan-batasan yang dijadikan untuk memidanakan Notaris tersebut merupakan 

aspek formal dari akta Notaris. Aspek-aspek formal akta Notaris dapat saja 

dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris sepanjang aspek-aspek formal 

tersebut terbukti secara sengaja dan penuh kesadaran serta direncanakan oleh 

Notaris yang bersangkutan dan para pihak bahwa akta yang dibuat dihadapan atau 

oleh Notaris dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena 

UUJN tidak mengatur sanksi pidana maka apabila ada pelanggaran yang dapat 

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana maka digunakan ketentuan umum 

hukum pidana.  

 Dalam praktek sering terjadi Notaris ditarik sebagai pihak yang melakukan 

dan turut serta melakukan suatu tindak pidana yaitu: membuat surat palsu dan 

menggunakan surat palsu yang dipalsukan (pasal 263 ayat 1, 2 KUHP), 

melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (pasal 264 KUHP), menyuruh 

mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266 KUHP), 

melakukan, meyuruh melakukan, turut serta melakukan (pasal 55 jo pasal 263 

ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP) dan Membantu membuat surat palsu 

dan mengunakan surat palsu yang dipalsukan (pasal 56 ayat (1) dan (2) jo pasal 

263 ayat (1) dan (2) atau pasal 264 atau pasal 266 KUHP). Notaris dapat 

dikenakan sanksi pidana apabila terbukti di pengadilan bahwa secara sengaja dan 

sadar bekerja sama dengan penghadap untuk membuat akta yang di dalamnya 

terdapat keterangan palsu.   

 Sehubungan dengan hal tersebut, diketahui bahwa di dalam kasus di atas 

Notaris A dijadikan sebagai saksi dalam kasus pidana dimana Tuan R didakwa 

melakukan tindak pindana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. 

Menurut penulis, dalam kasus ini dilihat dari segi Akta PKR Notaris A tidak 

melakukan kejahatan memasukkan keterangan palsu dalam akta sebagaimana 

dimaksud pasal 266 KUHP. Hal tersebut dikarenakan Notaris A hanya memenuhi 

permintaan dari Tuan R untuk membuat akta PKR PT ANMP No. 40 berdasarkan 

notulen bawah tangan yang diserahkan Tuan R. Notaris A hanya menyatakan di 

dalam aktanya hal-hal atau keterangan-keterangan sesuai yang terdapat dalam 

notulen yang diserahkan Tuan R. Notaris A tidak mengetahui bahwa keterangan 
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yang terdapat dalam notulen tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya. 

Ketentuan Pasal 266 KUHP terdapat unsur “menyuruh” mencantumkan 

keterangan palsu dalam akta otentik otentik. Sehingga apabila dikaitkan dengan 

tugas jabatan Notaris sebagai pembuat akta otentik, maka Notaris jelas bukan 

orang yang “menyuruh” mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik. 

Dalam kasus ini juga tidak terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh 

Notaris A, sehingga Notaris A tidak dapat dikenai sanksi pidana.  

 Berita Acara Rapat termasuk dalam Relaas Akta yaitu akta yang 

menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan atau keadaan yang dilihat 

dan didengar serta dialami sendiri oleh Notaris saat menjalankan jabatannya. 

Dengan kata lain, Notaris dalam membuat akta berwenang menuangkan ke dalam 

akta mengenai apa saja yang ia lihat, dengar dan alami saat melaksanakan 

jabatannya. Dalam kasus ini, Notaris A tidak hadir pada saat RUPS berarti Notaris 

A tidak melihat dan tidak mendengar apa yang terjadi dalam RUPS tersebut.  

Kemudian dilihat dari adanya Berita Acara RUPS-LB PT.ANMP yang tidak ada 

minutanya sama sekali. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris A tersebut jelas 

terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat dikualifikasikan ke dalam ranah 

hukum pidana. Notaris A dapat dipersangkakan memalsukan akta otentik atau 

turut serta memalsukan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 263 KUHP jo 

55 KUHP dan diperberat dengan ketentuan pasal 264 KUHP.  

 Menurut penulis Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan kurang 

memperhatikan adanya kesalahan lain yang dilakukan oleh Notaris A yakni dalam 

pembuatan Berita Acara RUPS-LB yang tidak ada minuta dan Notaris A juga 

tidak menghadiri RUPS-LB tersebut.  

 Menurut penulis sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat 

dalam kasus ini yang berupa teguran lisan merupakan sanksi yang terlalu ringan 

mengingat pelanggaran yang dilakukan Notaris A tidak hanya melanggar pasal 16 

ayat (1) huruf a , b, c, d; pasal 58 ayat (2) UUJN tetapi bisa juga masuk ke dalam 

ranah pidana dan dikenai sanksi pidana karena telah membuat salinan Berita 

Acara Rapat tanpa Minuta. Hal tersebut merupakan kesalahan yang tidak ringan, 

sehingga sanksi yang dapat dikenakan paling ringan adalah pemberhentian 

sementara.  
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2.6.2 Akibat Hukum Terhadap Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat dan Berita Acara RUPS-LB 

Berdasarkan pemaparan kasus posisi di atas, diketahui bahwa Notaris A 

melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam ketentuan pasal 16 

ayat (1) huruf a,b,c, d  dan ketentuan pasal 58 ayat (2) UUJN. Apabila dilihat dari 

jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris A tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam batasan-batasan 

pelanggaran yang dapat dikenai sanksi dalam ketentuan pasal 84 UUJN. Sehingga 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris A tersebut, tidak mengakibatkan akta 

PKR PT.ANMP No. 40 Tanggal 9 Maret 2007 mempunyai kekuatan pembukian 

sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum.  

Kemudian jika dilihat dari segi syarat otentisitas seperti penyusunan, 

pembacaan dan penandatanganan, maka akta PKR PT.ANMP tersebut telah 

memenuhi syarat otentisitas suatu akta dimana akta tersebut telah disusun 

kemudian dibacakan oleh Notaris A dihadapan Tuan E, Tuan R serta saksi-saksi 

dan telah ditandatangani oleh Tuan R dan Tuan E. Demikian juga dengan notulen 

rapat PT. ANMP yang juga telah ditandatangani oleh Tuan E. Namun, dalam 

kasus ini Tuan E menyatakan tidak pernah menyetujui penjualan saham cadangan 

kepada Tuan R. Hal ini bertentangan dengan tindakan Tuan E yang 

menandatangani notulen tersebut dan terbukti di persidangan dan diakui oleh 

Tuan E bahwa tandatangan tersebut tanpa paksaan. Berdasarkan hal tersebut 

Notulen rapat PT. ANMP terbukti disetujui dengan adanya tandatangan Tuan E 

sehingga Notulen tersebut mengikat bagi pihak-pihak yang menandatanganinya, 

hal ini sesuai ketentuan pasal 1875 KUHPerdata. Tandatangan tersebut jelas 

merupakan bentuk persetujuan. Dalam hal ini Notaris A telah melakukan 

kewajibannya untuk membacakan akta tersebut. Akta PKR tersebut juga 

ditandatangani oleh para pihak. Oleh karena itu, menurut penulis akta PKR PT. 

ANMP merupakan akta otentik dan tetap mengikat bagi para pihak yang 

memberikan persetujuan dengan mebubuhkan tandatangannya.  

Perjanjian yang dibuat para pihak dalam Akta Notaris mengikat para pihak 

yang terdapat dalam akta itu, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian 

harus dipenuhi. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya sebuah 
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perjanjian harus terpenuhi empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan 

diri, kecakapan mereka yang mengikatkan diri, adanya suatu hal tertentu, dan 

kausa yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dan syarat 

ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Syarat sahnya perjanjian tersebut 

diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat Subjektif dicantumkan dalam awal akta 

dan syarat objektif dicantukan dalam badan akta sebagai isi akta. Dengan 

demikian jika dalam awal akta terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap 

Notaris tidak memenuhi syarat subjektif maka atas permintaan orang tertentu akta 

tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, 

maka akta tersebut batal demi hukum. 50 Syarat subjektif ditempatkan sebagai 

bagian dari awal akta dengan alasan meskipun syarat subjketif tidak dipenuhi 

sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang 

tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal 

ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi maka akta dianggap tidak pernah 

ada. 51 

Bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata mengenai 

syarat subyektif terkait kesepakatan para pihak, bila unsur kesepakatan tidak 

terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan. Dalam kasus ini akta PKR tersebut 

telah ditandatangani oleh Tuan E, hal tersebut menunjukkan adanya kesepakatan. 

Namun Tuan E menyatakan hanya menyetujui penjualan saham miliknya 

sejumlah 840 lembar saham bukan penjualan saham cadangan milik perusahaan 

yg berjumlah 1400  lembar saham kepada tuan R. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

ketidaksepakatan diantara Tuan R dan Tuan E. Oleh karena itu menurut penulis 

akta PKR tersebut merupakan akta otentik dan tetap mengikat para pihak. Apabila 

Tuan E merasa tidak sepakat dengan keputusan tersebut maka solusi hukum yang 

dapat dilakukan adalah : Apabila Tuan E dan Tuan R sepakat maka akta tersebut 

dapat dibatalkan dengan membuat akta pembatalan pada Notaris A. Namun 

apabila salah satu pihak ada yang tidak sepakat untuk membatalkan akta tersebut, 

maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri 

agar aktanya menjadi tidak berharga.  

                                                 
50 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik, hal. 53 
51Ibid, hal. 54  
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Hal ini senada dengan pendapat Habib Adjie yang mengatakan bahwa 

dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, 

jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka52: 

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan 

atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak 

mengikat lagi bagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat 

dari pembatalan tersebut.  

2. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, 

salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk 

mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah 

didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan 

penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan.  

Berdasarkan kasus di atas diketahui bahwa Notaris A menerbitkan salinan 

akta Berita Acara RUPS-LB PT. ANMP tanpa ada minuta sebagai asli akta yang 

mendasarinya. Tanpa ada minuta yang mendasarinya maka salinan Berita Acara 

tersebut tidak ada artinya dan hanya dianggap sebagai akta palsu. Salinan akta 

Berita Acara RUPS-LB PT ANMP tersebut tidak mempunyai kekuatan selain 

hanya sebagai akta palsu karena tidak ada minuta yang mendasarinya,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Habib, Hukum Notaris Indonesia, hal. 128-129 
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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa :   

1. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris merupakan bentuk penyadaran, 

bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar 

ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris 

sebagaimana tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tindakan 

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai UUJN 

disamping dengan pemberian sansi terhadap Notaris untuk melindungi 

masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. 

Sehubungan dengan kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 

02/B/Mj.PPN/VIII/2010, Notaris A melakukan pelanggaran jabatan karena 

tidak melakukan kewajiban Notaris yang terdapat dalam ketentuan pasal 

16 ayat (1) huruf a,b,c,d UUJN dan melanggar ketentuan pasal 58 UUJN 

dengan bentuk:  

a. Menerima permintaan penghadap Tuan R untuk membuatkan akta 

Pernyataan Keputusan Rapat tanpa syarat-syarat yang lengkap.  

b. Menerbitkan dua salinan yaitu Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita 

Acara Rapat dengan nomor sama dan tanggal sama namun 

penghadapnya berbeda.  

c. Menerbitkan salinan Berita Acara RUPS LB PT. ANMP tanpa minuta 

yang mendasarinya.  

Oleh karena pelanggarann yang dilakukan oleh Notaris A tersebut, maka 

Notaris A dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang 

terdapat dalam pasal 85 UUJN, seringan-ringannya pemberhentian 

sementara. Terkait, pembuatan Berita Acara RUPS-LB yang dibuat tanpa 

ada minuta yang mendasarinya, hal tersebut dapat membuat Notaris A 

terseret dalam kasus pidana dan dikenai sanksi pidana 
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2. Akibat hukum dari diterbitkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. 

ANMP No. 40 Tanggal 9 Maret 2007 dapat dibatalkan karena tidak 

memenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHPerdata terkait sepakat 

mereka yang mengikatkan diri. Sedangkan akibat hukum dari 

diterbitkannya salinan akta Berita Acara RUPS-LB PT ANMP tersebut 

adalah tidak mempunyai kekuatan selain hanya sebagai akta palsu karena 

dibuat tanpa ada minuta yang mendasarinya.  

3.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Majelis Pengawas atau Dewan Kehormatan perlu mengadakan kegiatan-

kegiatan seperti seminar dan lain sebagainya terkait pelanggaran-

pelanggaran dalam pelaksanan tugas jabatan Notaris agar mengurangi atau 

mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sehingga 

Notaris bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya dan 

terhindar dari sanksi baik administratif, perdata maupun pidana.  

2. Majelis Pengawas hendaknya lebih akurat dan melihat dari berbagai sudut 

pandang dalam melakukan pemeriksaan serta dapat memberikan sanksi 

yang lebih berat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran agar Notaris 

mempunyai efek jera dan tidak mengulangi kesalahannya.  
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